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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

BUPATI TASIKMALAYA,

bahwa dalam upaya optimalisasi pemungutan Pajak
Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan, Pajak
Reklame, dan Pajak Air Tanah, perlu dilakukan
perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan
Bupati Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Cara
Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan, Pajak Reklame, dan Pajak Air Tanah;
bahwa  berdasarkan pecrtimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata
Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan, Pajak Reklame, dan Pajak Air
Tanah;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856},
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 67357);
Undang-Undang Nomor 111 Tahun 2024 tentang
Kabupaten Tasikmalaya di Provinsi Jawa Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024
Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 7048);




Menectapkan
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Peraturan Pemerintah Nomor 8% Tahun 2010 tentang
Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5161}

Peraturan Pemerintah Nomot 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322},
Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang
Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6881);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85 Tahun 2024
tentang Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan
dan Perkotaan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2024 Nomor BE1);

Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 50 Tahun 2017
tentang Pedoman Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah
(Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor
ol);

Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1
Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 1),

Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3
Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang
menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten
Tasikmalaya [Lembaran Daerah Kabupaten
Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 3);

Peraturan Dacrah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8
Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalava Tahun 2022
Nomor 8, Tambashan Lembaran Daerah Kabupaten
Tasikmalaya Nomor 8),

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Dacrah Kabupaten Tasikmalaya
Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daecrah Kabupaten Tasikmalaya Nomeor 1 Tahun 2025
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1
Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah [Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya
Tahun 2025 Nomeor 1, Tamhbahan Lembaran Daerah
Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN BUPATI TASKMALAYA NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAAN DAN PERKOTAAN, PAJAK

REKLAME, DAN PAJAK AIR TANAH.



Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 1
Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi
dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Pajak Reklame,
dan Pajak Air Tanah (Berita Daerah Kabupaten
Tasikmalaya Tahun 2024 Nomor 1) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
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Pasal 1
Daerah Kabupaten wyang selanjutnya disebut
Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.
Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati
sebagai  unsur  penyelenggara pemerintahan
daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan vang menjadi kewenangan Daerah
otonom.
Perangkat Dacrah adalah Perangkat Dacrah yang
membidangi pelayanan perpajakan Daerah.
Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala
Perangkat Daerah yang membidangi pelayanan
perpajakan Daerah,
Pajak Daerah yvang selanjutnya disebut Pajak,
adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang
terutang oleh orang pribadi atau Badan yang
bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang,
dengan tidak mendapatkan imbalan secara
langsung dan digunakan untuk keperluan
Daerah  bag  sebesar-besarnya  kKemakmuran
rakyat.
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2
adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang
dirniliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh
orang pribadi atau Badan.
Bumi adalah permukaan bumi vang meliputi
tanah dan perairan pedalaman.
Bangunan adalah konstruksi teknik wvang
ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas
permukaan Bumi dan di bawah permukaan
Burmi.
Pajak Reklame adalah pajak atas
penyvelenggaraan reklame.
Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau
media yang bentuk dan corak ragamnya
dirancang untuk tujuan komersial
memperkenallean, menganjurkan,
mempromosikan, atau menarik perhatian umum
terhadap sesuatu.
Pajak Air Tanah selanjutnya yang disingkat PAT
adalah pajak atas pengambilan dan/atau
pemanfaatan air tanah.
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Air tanah adalah air vang terdapat di dalam
lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan
tanah.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau
modal yang merupakan kesatuan, baik yang
melalukan usaha maupun yang tidak melakukan
usaha vang meliputi perserpan terbatas,
perseroan komanditer, persercan lainnya, badan
usaha milik nepara, badan usaha milik daerah,
atau badan usaha milik desa, dengan nama dan
dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi,
dana pensiun, persekutuan, perkumpulan,
yayasan, organisasi massa, organisasi sosial
politik, atau organisasi lainnva, lembaga dan
bentuk badan lainnya, termasuk kontrak
investasi kolektif dan bentuk usaha tetap,
Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan
vang dapat dikenakan Pajak.

Subjek PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan
vang seccara nyata mempunyai suatu hak atas
Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi,
dan/atau memiliki, menguasal, dan/atau
memperoleh manfaat atas Bangunan.

Subjek Pajak Reklame adalah orang pnbadi atau
Badan vang menggunakan Reklame.

Subjek PAT adalah orang pribadi atau Badan
vang melakukan  pengambilan dan/atau
pemanfaatan Air Tanah.

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan,
meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan
permungut Pajak, yang mempunyai hak dan
kewajiban perpajakan sesual dengan kRetentuan
peraturan perundang-undangan.

Wajib PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan
vang secara nyata mempunyal suatu hak atas
Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi,
dan/ataun  memiliki, menguasai, dan/atau
memperoleh manfaat atas Bangunan.

Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau
Badan yang menyelenggarakan Reklame.

Wajib PAT adalah orang pribadi atau Badan vang
melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan
Air Tanah.

Momor Pokok Wajib Pajak Daerah vyang
selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang
diberikan kepada Wajib Pajak scbagai sarana
dalam administrasi perpajakan Daerah yang
dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau
identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak
dan memenuhi kewajiban perpajakan daerahnya.
Nomor Objek Pajak Daerah vang selanjutnya
disingkat NOPD adalah nomor identitas objek
Pajak sebagai sarana dalam administrasi
perpajakan dengan ketentuan tertentu,
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Mutasi adalah beralihnya Subjek Pajak atas
suatu Objek Pajak kepada satu atau lebih subjek
pajak lainnya.

Mutasi Habis adalah mutasi seluruh Ohjek Pajak
kepada 1 (satu) Subjek Pajak.

Mutasi Pecah adalah mutasi seluruh Objek Pajak
kepada beberapa Subjek Pajak.

Mutasi Gabung adalah mutasi beberapa beberapa
Objek Pajak kepada 1 (satu) Subjek Pajak.
Penanggung Pajak adalah orang pnbadi atau
badan yang bertangegung jawab atas pembayvaran
Pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan
memenuhi  kewajiban  Wajib  Pajak menurut
ketentuan  peraturan  perundang-undangan
perpajakan.

Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya
1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib
Pajak menggunakan tahun buku vang tidak sama
dengan tahun kalender.

Penilaian Objek Pajak Bumi dan Bangunan yang
selanjutnya disebut Penilaian PBB-P2 adalah
kegiatan untuk menentukan Nilai Jual Objek
Pajak vang akan dijadikan dasar pengenaan PBB-
P2, dengan menerapkan pendekatan
perbandingan  harga, pendekatan  biaya,
dan/atau pendekatan kapitalisasi pendapatan.
Daftar Biaya Komponen Bangunan yang
selanjutnya disingkat DBKB adalah tabel untuk
menilai bangunan berdasarkan pendekatan biaya
yvang terdiri dari biaya komponen utama, biaya
komponen material, dan biaya komponen
fasilitas, wuntuk setiap jenis penggunaan
bangunan.

Jenis Penggunaan Bangunan yang selanjutnya
disingkat JPB adalah pengelompokan Bangunan
berdasarkan tipe konstruksi dan peruntukan/
penggunaannya,

Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat
NJOP adalah harga rata-rata vang diperoleh dan
transaksi jual beli yvang terjadi secara wajar, dan
bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP
ditentukan melalii perbandingan harga dengan
objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru,
atau NJOP pengganti.

Penilaian Massal adalah penilaian yang
sistematis untuk sejumlah objek pajak yang
dilakukan pada saat tertentu secara bersamaan
dengan mengpunakan suatu prosedur standar,
vang disebut Computer Assisted Valuation (CAV)
dan/atau Computer Assisted for Mass Appraisal
(CAMA),

Penilaian Individual adalah penilaian terhadap
objek pajak kriteria tertentu dengan cara
memperhitungkan semua karakteristik objek
pajak yang disusun dalam laporan penilaian.
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Pejabat Penilai PBB-P2 yang sclanjutnya disebut
Pejabat Penilai adalah pejabat fungsional penilai
vang merupakan pegawal negen  sipil di
lingkungan Pemerintah Daerah yang mempunyai
tugas dan  ruang  lingkup kegiatan  untuk
melakukan kegiatan penilaian pajak.

Petugas Penilai PBB-P2 yang sclanjutnya disebut
Petugas Penilai adalah pegawal negeri sipil di
lingkungan Pemecrintah Daerah yang ditunjuk
oleh Bupati, diberi tugas, wewenang, tanggung
jawab, dan memiliki kemampuan untuk
melaksanakan Penilaian PBB-P2 yang bersifat
sementara.

Nilai Indikasi Rata-Rata vang selanjuinya
disingkat NIR adalah nilal pasar rata-rata yang
dapat mewalkili nilai tanah dalam suatu zona nilai
tanah.

Zona Nilal Tanah yang selanjutnya disingkat ZNT
adalah zona geografis yang terdin atas satu atau
lebih objek pajak vang mempunyai satu NIR vang

sama, dan dibatasi oleh batas
penguasaan/ pemilikan objek pajak dalam satuan
wilayah administrasi pemerintahan

desa/kelurahan tanpa terikat pada batas blok.
Surat Pemberitahuan Objek Pajak vang
selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang
digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan
data subjek dan objek Pajak sesuai dengan
ketentuan  peraturan  perundang-undangan
perpajakan Daerah.

Sistermn Informasi Manajemen Objek Pajak yang
selanjutnya disingkat SISMIOP adalah sistem
informasi vang terpadu vang dimaksudkan untuk
mendukung  penyediaan informasi  yang
berhubungan dengan scluruh fungsi didalam
administrasi pada semua tngkat organisasi
pengelola PEB-P2.

Nilai Sewa Reklame adalah nilai vang ditetapkan
sebagai dasar perhitungan penctapan besarnya
pajak reklame.

MNilai Strategis Lokasi Reklame adalah ulkuran
nilai yvang telah ditetapkan pada ttik lokasi
pemasangan reklame  tersebut  berdasarkan
kriteria kepadatan pemanfaatan tata ruang untuk
berbagai aspek kegiatan di bidang usaha.

Nilai Perolehan Air Tanah adalah nilai air bawah
tanah yang telah diambil dan dikenai pajak
pemanfaatan air tanah, besarnya sama dengan
volume air yang diambil dikalikan dengan harga
dasar air.

Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya
disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak
yvang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak
yang terutang.

Surat Setoran Pajak Daerah yang sclanjuinya
disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau
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penyvetoran Pajak yang telah dilakukan dengan
menggunakan formulir atau telah dilakukan
dengan cara lain ke kas Daerah melalw tempat
pembayaran yvang ditunjuk oleh Bupati.

Surat Pemberitahuan Pajak Terutang vyang
selanjutnya disingkat SPPT adalah sural vang
dipunakan untuk memberitahukan besarnya
PBB-P2 vang terutang kepada Wajib PBB-P2.
Daftar Himpunan Ketetapan Pajak vang
selanjutnya disingkat DHKP adalah buku yang
memuat daftar nama Wajib Pajak PBB-P2 serta
besarnya ketetapan PBB-P2.

Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan
uang Daerah yang ditentukan oleh Bupat untuk
menampung seluruh Penerimaan Daerah dan
membayar seluruh Pengeluaran Daerah.

Petugas Pemungut Pajak Daerah yang
selanjutnya disebut Petugas Pemunput Pajak
adalah petugas pemungut Pajak Daerah yang
mempunyai tugas melaksanakan pemungutan
Pajak Daerah.

. Surat Tanda Terima Sectoran vang selanjutnya

disingkat STTS adalah bukt pelunasan Pajak
Bumi dan Bangunan,

Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang
selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat
ketetapan Pajak wyang menentukan jumlah
kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah
kredit Pajak lebih besar daripada Pajak wyang
terutang atau seharusnya tidak terutang.

Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya
disingkat STPD adalah surat untuk melakukan
tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif
berupa bunga dan/atau denda.

Surat Keputusan Keberatan adalah surat
keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD,
SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau
Pemungutan pihak ketiga vang diajukan oleh
Wajib Pajak.

Putusan Banding adalah putusan badan
peradilan pajak atas banding terhadap Surat
Keputusan Keberatan yvang diajukan oleh Wajib
Pajak.

Surat Kepulusan Pembetulan adalah sural
keputusan yang membetulkan kesalahan tulis,
kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam
penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan
perundang-undangan perpajakan Daecrah yang
terdapat dalam SPPT, 3KFPD, SKPDLB, 3TPD,
Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat
Keputusan Keberatan.

Penagihan adalah serangkaian tindakan agar
Penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan
biaya Penagihan Pajak dengan menegur atau
memperingatkan, melaksanakan Penagihan
seketika dan sekaligus, memberitahukan surat
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paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan
penyitaan, melaksanakan penyvanderaan, dan
menjual barang vang telah disita.

Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah
tindakan Penagihan pajak yang dilaksanakan
oleh jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak
tanpa menunggu tanggal jatuh  tempo
pembayaran yang meliputi seluruh utang Pajak
dar semua jenis Pajak, masa Pajak, dan tahun
Pajak.

Utang Pmak adalah Pajak vang masih harus
dibayar termasuk sanksi administratil berupa
bunga, denda, dan/atau kenaikan vang
tercantum dalam surat keietapan Pajak atau
surat  sejenisnya  berdasarkan — peraturan
perundang-undangan perpajakan Daerah.

Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh
Pejabat untuk menegur Wajib Pajak untuk
melunasi Utang Pajak.

Surat Paksa adalah surat perintah membayar
Utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak.
Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan
Penagihan Pajak vang meliputi Penagihan
Seketika dan Sekaligus, pemberitahuan Surat
Paksa, penvitaan, dan penyanderaan.
Pemeriksaan adalah  serangkaian  kegiatan
menghimpun dan mengolah data, keterangan,
dan/atau bukt vang dilaksanakan secara objektif
dan profesional berdasarkan suatu  standar
Pemeriksaan uniuk  menguji  kepatuhan
pemenuhan kewajiban Pajak dan/atau untuk
tujuan lain dalam rangka melaksanakan
ketentuan  peraturan  perundang-undangan
perpajakan Daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belarnja Daerah yang
selanjutnyva  disinglkat APBD adalah rencana
kenangan tahunan Daerah yang ditetapkan
dengan peraturan Dacrah.

Ketentuan ayat [3) huruf h Pasal 3 diubah sehingga
Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2

{3)

Pasal 3
Objck PEB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan
yvang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan
oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan
yvang dipunakan untuk  kegiatan usaha
perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Objek PBB-P2  berupa Bum termasuk

permukaan bumi hasil kegiatan reklamasi atau

pengurukan.

Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 adalah

kepemilikan, penguasaan, dan/atau

pemanfaatan atas:

a. Bumi dan/atau Bangunan kantor
pemerintah pusat, kantor Pemerintahan



Dacrah, dan kantor penyelenggara negara
lainnya vang dicatat sebagai barang milik
negara atau barang milik Daerah;

b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan
semata-mata untuk melayani kepentingan
umum di bidang keagamaan, panti sosial,
kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan
nasional, vang tidak dimaksudkan untuk
memperoleh keuntungan,;

¢. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-
mata digunakan untuk tempat makam
{kuburan), peninggalan purbakala, atau
YaNE sSejeris;

d. DBumiyvang merupakan hutan lindung, hutan
suaka alam, hutan wisata, taman nasional,
tanah penggembalaan yang dikuasal oleh
desa, dan tanah negara yvang belum dibebani
suatu hak;

€. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan
oleh perwakilan diplomatik dan konsulat
berdasarkan asas perlakuan timbal balik;

f.  Bumi dan/atau Bangunan yvang digunakan
oleh Badan atau perwakilan lembaga
internasional yang ditetapkan sesuai dengan
peraturan perundangan-undangan;

g- Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur
kereta api, moda raya terpadu (Mass Rapid
Transif), lintas raya terpadu (Light Rail
Transit), atal vang sejenis;

h. Bumi dan/ataun Bangunan tempat tinggal
lainnya dengan NJOP kurang dari Rp...,00;

i. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal
lainnya berdasarkan NJOP tertentu vang
ditetapkan oleh Bupati; dan

j.  Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut

pajak bumi dan bangunan oleh pemerintah
pusat.

Ketentuan ayat (2), ayat {3), ayat (4], dan ayat (3) Pasal
4 diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berilout:

(L)

(2)

2

Pasal 4
Ohjek PEB-P2 dibagi menjadi:
a. Objek Pajak Umum; dan
b. Objek Pajak Khusus.
Objek Pajak umum sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a terdiri dari:
a. Objek Pajak Standar; dan
k. Objek Pajak Non Standar
Objek Pajak umum scbagaimana dimaksud pada
avat (2) merupakan objek pajak yang memiliki
konstruksi umum dengan keluasan tanah
berdasarkan kriteria sebagai berikut:
a. Ohjek Pajak standar sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf a memenuhi kriteria
sebagai benkut:
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1. tanah dengan luas =10.000 m? (kurang
dari atau sama dengan sepulub ribu
meler persegi];

2. bangunan dengan jumlah lantai =4
(kurang dari atau sama dengan empar)
fantai; dan

J. luas bangunan =1.000 m? (kurang dan
atau sama dengan seribu meter persegi).

b.  Objek Pajak non standar sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) hurufl b memenuhi
salah satu dan kritena sebagai benkut:

1. tanah dengan luas > 10,000 m? (lebih dari
sepuluh ibu meter persegi);

2. bangunan dengan jumiah lantai >4 (lebih
dari empat) lantal; atau

J. Iuas bangunan =1.000 m? (lebih dan
seribu meter persegil.

Objek Pajak khusus sebagaimana dimaksud pada
avat (1) huruf b merupakan objek pajak yang
memiliki konstruksi khusus atau keberadaannya
memiliks arti yang khusus, meliputi;

jalan tol;

bandar udara;

slasiun;

bendungan;

pelabuhan, dermaga, galangan kapal,
lapangan golf;

stadion;

sirkuit balap;

pabrik semen/pupuk;

tempat rekreasi;

tempat penampungan/kilang minyak, air,
atau gas;

pipa minyak, air, atau gas;

stasiun pengisian bahan bakar;

menara; dan

Bangunan lainnya sesual dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Termasuk objek pajak khusus sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Bangunan
vang berada di bawah permukaan Bumi, baik
vang menjad: bagian dari Bangunan sebagaimana
dimaksud pada ayat (4] maupun yvang berdiri
sendiri.

FUUeEm e A0 o
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Ketentuan ayvat (1) dan ayat (2) Pasal 5 diubah
sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

i1)
{2)

1)

Pasal 5
Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.
NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan berdasarkan proses Penilaian PEB-P2.
NJOP Tidak Kena Pajak ditetapkan secbesar
Rpl0.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk
setiap Wajib PBB-P2.
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Dalam hal Wajib PBB-P2 memiliki ataun
menguasal lebih dan satu objek PBB-P2 di
Dacrah, NJOP tidak kena pajak scbagaimana
dimaksud pada ayat (2] hanya diberikan atas
salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun
Pajak.

Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal & diubah
sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

(1)

()

(]

Pasal &

Dasar pengenaan  PBB-P2 sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 5 ayvat (1] ditetapkan

paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling
tingzl 100% (seratus persen) dari NJOP setelah
dikurangi NJOP tidak kena pajak.

Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) atas kelompok objek PBB-P2 dilakukan

dengan mempertimbangkan:

a. kenaikan NJOP hasil Penilaian PBB-P2:

b. bentuk pemanfaatan objek pajak; dan

c. klasterisasi NJOP dalam 1 (satu] wilayah
kabupaten/kota.

Besaran persentase atas kelompok objek PBB-P2

untuk penetapan NJOP sebagaimana dimaksud

pada ayat (1} ditentukan sebagai berikut:

a. NJOP dengan nilai sampai dengan
Ep30.000.000,00 (lima puluh juta rupiahj],
ditentukan 453% (empat puluh lima persen];

b. NJOP dengan nilai Rp50.000.001,00 (lima
pulub juta satu rupiah) sampai dengan
EplOO000.000,00 (seratus  juta rtupiah),
ditentukan 45% (empat puluh lima persen);

c. NJOP dengan nilai Rpl00.000.001,00
[seratus juta satu rupiah) sampai dengan
Rpl.000.000.000,00 (satu milvar rupiah],
ditentukan 46% (empat puluh enam persenj;

d. NJOP dengan mnilai Rpl.000.000.001,00
{satu milyar satu rupiah) sampai dengan
Rpl.500.000.000,00 [satu milyar lima ratus
juta rupiah), ditentukan 80%; (delapan puluh
perseny,

e. NJOP dengan nilai Rpl.500.000.001,00
{satu milyar lima ratus juta satu rupiah)
sampai dengan Rp2.000.000.000,00 (dua
milyar rupiah), ditentukan 90% (sembilan
puluh persen); dan

f. NJOP dengan nilai di atas
Rp2.000.000.001,00 (dua milyar satu
rupiah), ditentukan 83% (delapan puluh
lima persen).
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Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 7 diubah, serta
ditambahkan 1 (satu] ayat yakni ayat [3) schingga
Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7
(1) Penilaian dilakukan dalam rangka penetapan
NJOP.
(2] NJOP hasil proses Penilaian PBB-P2 sebagaimana
dimaksud pada ayval (1) dibedakan menjadi;
a. NJOP Bumi; dan/fatau
B,  NJOP Bangunan.
(3] NJOP Bangunan scbagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf b terdin atas:
a. NJOP Bangunan objek pajak umum; dan
b.  NJOP Bangunan objek pajak khusus.

Ketentuan Pasal 8 diubah schingga berbunyi sebagai
berilout:

Pasal 8

(1} NJOP Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
7 ayat (2) huruf a mernapakan hasil perkalian
antara total luas areal Objek Pajak dengan NJOP
Bumi per meter persegi.

(2} NJOP Bum per meter persegn sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) atas objek pajak berupa
tanah merupakan hasil konversi NIR per meter
persegl yvang diperoleh dari proses penilaian
tanah ke dalam klasifikas: NJOP Bumi.

(3] NJOP Bumi per meter persegl sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) atas objek pajak berupa
arcal perairan pedalaman untuk:

a. usaha bidang perikanan  berupa areal
pembudidayaan ikan adalah sebesar mlai
jual pengganti; dan

b. kepentingan pelabuhan, industri, lapangan
goll serta tempat rekreasi adalah sebesar
nilai jual yang ditentukan berdasarkan
korelasi garis lurus ke samping dengan
klasifikasi NJOP permukaan bumi berupa
tanah di sekitarnyva.

D1 antara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan satu Pasal,
yvakni Pasal BA schingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8A

(1} NJOP Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
8 ayat (2} dan NJOP Bangunan objek pajak umum
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3)
huruf a dihitung melalui Penilaian Massal.

(2) Dalam hal Penilaian Massal schagaimana
dimaksud pada ayat (1) tidak memadai untuk
memperoleh NJOP secara akurat, penghitungan
NJOP Bumi dan NJOP Bangunan objek pajak
umum dilakukan melalui Penilaian Individual.
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(3) NJOP Bumi atas objek pajak berupa areal
perairan  pedalaman sebagaimana dimaksud
dalam Pasal B ayat (3] dan NJOP Bangunan ohjek
pajak khusus sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (3) hurul b dihitung melalw Penilaian
Individual.

Ketentuan Pasal 9 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat
(3) sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berilut:

Pasal ©

(1} Penilaian Massal dan Penilaian Individual untuk
menentukan NJOP Bumi sebagaimana dimaksud
dalamm Pasal 8 avat (3) dilakukan dengan
membentuk NIR dalam setiap ZNT.

(2} NIE scbagaimana dimaksud pada avat (1)
diperoleh dari harga rata-rata transaksi jual beli
vang terjadi secara wajar dan telah dilakukan
penyesuaian,

(3} Dalam hal tidak terdapat transaksi jual beli, NIR
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan
melalui perbandingan harga dengan objek lain
yang sejenis.

Ketentuan ayat (1) dan ayat [2) Pasal 11 diubah
sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1} NJOP Bangunan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (2) huruf b merupakan hasil
perkalian antara total luas bangunan dengan
NJOP Bangunan per meter persegi.

(2} NJOP Bangunan per meter persegl sebagaimana
dimaksud pada avat (1] merupakan hasil konversi
nilai Bangunan per meter persegl vang diperoleh
dari proses penilaian Bangunan ke dalam
klasifikasi NJOP Bangunan.

(3} NJOP Banpgunan Objek Pajak Umum Pasal 7 ayat
2] huruf b dihitung baik melalu Penilaian Massal
maupun Penilalan Individual,

(4) NJOP Bangunan Objek Pajak Khusus Pasal 7 ayat
(2) huruf ¢ dihitung melalui Penilaian Individual.

(5] Penilaian Individual untuk Bangunan Objek
Pajak Umurmn sebagaimana dimaksud pada ayat
(3} dilakukan dalam hal Penilaian Massal tidak
memadai untuk memperoleh NJOP  secara
alkurat.

Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 12 diubah, serta
ditambahkan 1 (satu) ayat vakni ayat [3} schingga
Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pagal 12

(1) Penilaian Massal untuk menentukan NJOP
Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Fasal
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11 avat (3] dilakukan dengan menyusun DBKB
untuk setiap JPB.

JPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diklasifikasikan atas:

perumahan;

perkantoran;

pabrik;

toko fapotek / pasar/ ruko,

rumah salkit/klinilk;

olah raga/rekreasi;

hotel/restoran [ wisma;

bengkel fgudang/ pertanian;

gedung pemerintah;

lain-lain;

bangunan tidak kena pajak;

bangunan parkir;
apartemen/kondominium;

pompa bensin [kanopi);

tangki minyak; dan

p.  gedung sekolah.

Klasifikasi JPB schagaimana dimaksud pada avat
{2) tercantum dalam Lampiran Al yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupat ini.

pEBCERTMPEFR QO TR

Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1)

Pagal 13

Penilaian Individual untuk menentukan NJOP
Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
BA ayat (2) dan ayat (3] dilakukan dengan metode:
a. perbandingan harga dengan objek lain yang
SE]ET1S;

b. nilai perolehan baru; atau

c. mnilai jual pengganti.

Khusus untuk Penilaian Individual NJOP
Bangunan dengan metode nilai jual pengganti
scbagaimana dimaksud pada avat (1) huraf ¢
dilakukan dengan menghitung Bumi dan
Bangunan sebagai satu kesatuan kemudian
dikurangi dengan NJOP Bumi yang diperoleh dan
Penilaian Individual sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 8A ayat (2).

Di antara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan tiga Pasal,
yvakni Pasal 13A, Pasal 13B dan Pasal 13C, sehingga
berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2]

Paszal 13A

Proses Penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 12
dilaksanakan oleh Pejabat Penilai.

Persvaratan Pejabat  Penilai scbagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesual dengan
ketentuan  peraturan  perundang-undangan
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Dalam hal Pemerintah Daerah belum memiliki

Pejabat Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) atau jumlah Pejabat Penilai tidak menculaupi,

Bupati dapat menunjuk Petugas Penilai yang

bersifat sementara, dengan ketentuan sebagai

berikut:

a. mengukuhkan kembali Petugas Penilai yang
telah  ditunjuk  sebelum  berlakunya
Peraturan Bupati ini; dan /atau

b, menunjuk pegawai negeri sipil yvang akan
diprovelrsikan sehagai Pejabat Penilai sesuai
dengan kualifikasi vang ditetapkan dalam
peraturan perundang-undangan  yang
mengatur mengenai Pejabat Penilai.

Petugas Penilai  yang bersifat  sementara

sebagaimana  dimaksud pada ayat (3],

melaksanakan Penilaian PEB-P2 sampai dengan

diangkatnva  Pejabat  Penilai  berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang

jumlahnya scsual kebutuhan Pemerintah

Dacrah

Petugas Penilai  yang bersiflat sementara

sehapaimana dimaksud pada avat (3) baruf b

WE_JIb memenuhnl persyaratarn:

a. lelah menpgikuti dan lulus pendidikan
dan/atau pclatihan lcknis terkait Penilaian
PEB-F2;

b, memiliki kemampuan melakukan Penilaian
PEB-F2; dan

c. telah mengikuti dan lulus sertifikasi penilai
PBBE-P2 sesuai dengen ketentuan peraturan
perundang-undangai.

Kemampuan schagaimana dimaksud pada ayat

(5) huruf b ditentukan berdasarkan penilaian oleh

E:lp.au'_

Pemenuhan sertifikasi penilai FPBB-F2

schagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c

dilaksanakan sesual dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pemerintah Dacran dapat melakukan kerja sama

Penilmian PFBB-P2 dengan penilai publik dan

instans teknis lerkait yang memiliki kompetensi

pada bidang Penilaian PBB-P2, dalam hal:

a  belum memiliki Pejabat Penilai sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan Petugas Penilai
vang bersifat sementara scbagaimana
dimaksud pada ayvat (3);

b. jumlah dan kualifikasi Pejabat Penilai
sebapgaimana dimaksud pada ayat (1) dan
Petugas Penilai yang bersifal sementara
sebagaimana dimaksud pada ayat (3] yang
tersedia belum mencukupi; dan

c. optimalisasi penerimaan PBB-P2.
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Paszal 13B

(1} Teknis Penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 13A
dilaksanakan dengan mengacu pada pedoman
pelaksanaan Penilaian PBB-P2 sebagaimana
tercantum dalam huruf Al lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dan
Peraturan Bupati mi.

(2] Teknis pelaksanaan Penilaian PBB-P2
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk
objek pajak yang dalam proszes penilmiannya
menggunakan Penilaian Individual sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 dapat dilenglkapi dengan
buletin ieknis Penilaian PBB-P2 sebagai panduan
bagi Pemerintah Daerah,

(3) Buletin tcknis Penilaian PBB-P2 sebagaimana
dimaksud pada avat (2} disusun dan diterbitkan
pleh  Menteri melalui  Direktur  Jenderal
Perimbangan Keuangan.

Pasal 13C

Dalam proses pelaksanaan Penilaian  FBB-P2Z,
Pemerintah Dacrah dapal memanfaatkan sistem
informasi dan teknologi sesuai kebutuhan Daerah.

Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai
berzkut:

Pazal 15

(1} Bupati menetapkan besaran NJOP Bumi dan
Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
setiap O (Higa) tahun, kecuali untuk objck pajak
tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai
dengan perkembangan wilayahnya.

(2} Dalam rangka pemantauan  perkembangan
wilayalh sebagmmana dimaksud pada ayat (1),
Bupati melakukan pengukuran rata-rata rasio
perbandingan MJOF dibandingkan dengan harga
pasar dan/atau pengukuran tendensi sentral.

(3) Hasil pengukuran sebagaimana dimaksud pada
ayal (2} menjadi salah satu dasar pelaksanaan

penilaian kembali dalam rangka pemutakhiran
NJOP Bumi dan Bangunan.
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Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 16

(1) Tarif PBB-P2 ditetapkan sebesar 0,25% [nol koma
dua lima perser).

(2) Tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada avat
(1) vang berupa lahan produksi pangan dan lahan
ternak ditetapkan sebesar 0,1% [nol koma satu
persen).

Ketentuan ayat (2) Pasal 40 diubah, yakni avat (3)
sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berilout:

FPasal 40

(1) Pendaftaran Wajib danfatau  Objek Pajak
Reklame dan PAT dengan melampirkan berkas
sebagai berikut:

a. [fotokopi kartu tanda penduduk bagi Wajib
Pajak pribadi atau fotokopi kartu tanda
penduduk wakil perusahaan bagi Wajib
Pajak Badan;

b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP};

c. fotokopn akta pendirian  perusahaan;
dan/atau

d. nomor induk berusaha bagi Wajib Pajak
Badan.

(2] Khusus  Wajib Pajak  Reklame, selain
melampirkan berkas scbagaimans dimaksud
pada ayat (1), pendaftaran disertai:

a. lkererangan mengenai:

Jenis Reklame;

ukuran Eeklame;

masa penyelenggaraan Reklarme;

lokasi;

produk yang menjadi  konten/isi

Reklame; dan
6. gambar/naskah Reklame wyang akan

dipasang.

b. surat pernvataan tidak keberatan dar
pemilik bidang tanah, lahan pemukiman,
rumah/bangunan, lahan pertanian atau
lahan  perkebunan, tempat Reklame
dipasang; dan

¢. salinan kontrak kerja/perjanjian/perikatan
untuk reklame yang menggunakan kontrak
kerjafperjanjian/ perikatan.

Ul 00 B e

17. Diantara Pasal 40 dan Pasal 41 ditambahkan 1 (satu)

pasal, vakni Pasal 40A sechingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 404

(1} Setiap calon Wajib Pajak Reklame mendaftarkan
schagai Wajib Pajak dalam jangka waktu paling
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lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum Reklame

dipasang.

Setiap vang melakukan pengambilan dan/atau

pemanfaatan Air Tanah/ Pengusahaan Air Tanah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
meclakukan pendaftaran sebagai Wajib Pajak
paling lambat 15 (lima belas) hari kalender
sebelum pengambilan dan/atau pemanfaatan Air

Tanah,

Dalam hal Wajib Pajak tidak mendaftarkan diri,

Kepala Perangkat Daerah dapat:

a. menyampaikan surat teguran belum
mendaftar yang diterbitkan 7 (tujuh) han
kalender setelah jangka waktu pendaftaran;

b. memasang media peringatan bagi wajib
pajak vang tidak mendaftarkan diri setelah
21 {dua puluh satu] hari kalender sejak
surat teguran disampaikan; dan

¢. menerbitkan NPWPD, NOP, dan/atau NOPD,
secara jabatan setelah melewati 7 [tujuh)
hari kalender sejak media peringatan
dipasang.

Format surat teguran belum mendaftar
sehagaimana dimaksud pada ayat (3} huruf a dan
media peringatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) huruf b tercantum pada huruf Q dan
huruf R dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Ketentuan Pasal 50 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1)

(<]

13)

Pasal 50

Dalam hal Wajib Pajak tidak lagi memenuhi
persyaratan subjektif dan objektii sesual
ketentuan  peraturan  perundang-undangan,
Bupati atau Kepala Perangkat Daerah dapat
melakukan penonaktifan atau penghapusan
NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis
penomoran  lain  yang dipersamakan, secara
jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak.
Dalam hal penonaktifan atau penghapusan
NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis
penomoran  lain  yang dipersamakan, secara
jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Bupati atau Kepala Perangkat Daerah
menerbitkan keputusan dalam jangka waktu
paling lama Bulan November tahun berjalan.
Dalam hal penonaktifan atau penghapusan
NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis
penomoran lain yang dipersamakan, atas dasar
permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud
pada avat (1), Bupati atau Kepala Perangkat
Daerah menerbitkan keputusan dalam jangka
waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal permohonan
diterima secara lengkap.
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Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) tidak diterbitkan setelah melampaui
jangka waktu 3 (tiga] bulan, permohonan Wajib
Pajak dianggap disetujui,
Penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor
registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain
yvang dipersamakan secara jabatan atau atas
dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimanag
dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan
sepanjang Wajib Pajak:

a.  tidak memiliki tunggakan Pajak; dan

b. tidak sedang mengajukan upava hukum
berupa keberatan, banding, gugalan, atau
peninjauan kembali

Penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor

registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain

vang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada
ayal (1), khusus untuk Wajib Pajak Reklame dan

Wajib PAT harus melampirkan surat keterangan

dari Kepala Desa bahwa ohjek Pajak dimaksud

siudah tidak ada.

NOPD sebagaimana dimaksud pada ayat (6] dapat

dinonaktifkan dalam kondisi:

a. masih terdapat sengketa atas tanah/
bangunan dengan dibuktikan oleh para
pihak yang bersengleta,

b, terdapat penetapan ganda;

€, penggabungan NOPD; dan

d. tidakada objek pajak,

Untuk NOPD yang telah 5 (lima) tahun berturut-

turut pajaknya belum dibayarkan, penonaktifan

dilakukan pada tahun ke 6 [enam).

syaral  permohonan  penonaktifan  danfatau

penghapusan  sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) terdiri atas:

a. salinan kartu anda penduduk atau salinan
identitas dirl lainnva;

b, salinan =akia pendirian  dan legalitas
petusabaan atau lembaga, bagi Wajib Pajak
Badan;

c. salinan surat bentuk perizinan bagl yang
diwajibkan memiliki izin;

d. foto lokasi dan/atau denah objek:

€. surat pernyataan mengenal kepemilikan
NPWPD, NOP dan/atau NOFPD ganda dan
salinan semua kartu NPWPD, NOP dan/atau
NOPD yang dimililki, untuk Wajib Pajak yang
memiliki  lebih dari satu  NPWPD, NOP
dan/fatau NOPD;

f. dokumen yang menunjukkan bahwa Wajib
Pajak telah menutup atau menghentikan
usahanya dan/atau bukti kepemilikan objek
Pajak;

g. bukti pembayaran Pajak untuk persyaratan
penghapusan.
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h. bermeterai yang menyatakan objek Pajak
tidak dalam sengketa; dan
l.  dokumen lain vang dibutuhkan terkait objek
Pajak, Subjek Pajal, dan/atau Wajib Pajak,
Penonalktifan atau penghapusan NPWPD, nomor
registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain
yang dipersamalian sebagaimana dimalksud pada
ayat (1), khusus untuk Wajib Pajak Badan
dilakukan setelah proses pembubaran Badan
tersebut sesuai ketentuan peraturan perundang-
undanegan.
Dalam hal sistem elektronik belum tersedia atau
terkendala, penonaktifan dan/atau penghapusan
dapat dilakukan dengan mengisi  formulir
permononan.
Formulir permohonan penonakiifan /
penghapusan/pengaktifan kembali tercanium
pada huruf § dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
I111.

Di antara Pasal 50 dan Pasal 51 disisipkan 3 (tga)
Pasal, yakni Pasal 50A, Pasal 50B dan Pasal 50C
sehingga berbunyi sebagai berikurt:

L1

(4

Pasal S0A

Kepala Perangkat Daerah atau Pejabat yang

ditunjulk melakukan:

W, verilikasi; dan

h, klarilikasi.

dalam pelaksanaan penonaktifan  dan/fatau

penghapusan sebagaimana dimaksud dalam

Pagal S0 ayat (1],

Verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), harus dilengkapl dengan berlta

acara sebagai dasar Laporan hasil Penclitian,

Dalam halk:

a, terdapat data dan informasi perpajakan vang
dimiliki atau diperoleh pejabat Badan yang
rmenunjukkan bahwa Wajib Pajak memenuhi
kondisi tertentu untuk dilakukan
penonaktifan /penghapusan  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1); dan/atau

b.  Wajib Pajak tidak mengajukan permohonan
penonaxtiian/penghapusan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1).

pemeriksaan atau verifikasi dalam rangka

Penonaktifan dan/atau penghapusan

sehagaimana dimaksud pada ayart (1) dilakukan

secara jabatan.

Laporan hasil Penelitian sebagaimana dimaksud

pada ayat (2] digunakan sebagai bahan

pertimbangan Perangkat Daerah dalam
menerbitkan Keputusan.
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Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
dapat berupa mengabulkan atau menolak
permohonan Wajib Pajak baik secbagian atau
seluruhnya yang ditetapkan paling lama 3 (tiga)
bulan sejak permohonan lengkap diterima.

Jika setelah diterbitkan surat penolakan
penonalctifan / penghapusan NPWFPD, nomor
registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain
yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) melunasi utang pajak, maka Wajib Pajak
dapat mengajukan  kembali  permohonan

penonaktifan [ penghapusan schagaimana
dimaksud pada ayat [1}.
Permohonan penonaktifan / penghapusan

sebagaimana dimaksad pada ayat (B6) diangpap
sebagai permmnhonan baru.

Dalam hal diperlukan untuk mendukung
wegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
MPerangkat Daerah dapat melakukan pemeriksaan
lapangan.

Pasal 508

nepala Ferangkat Daerah karena jabatannya atau

alas permohonan Wajib Pajak dapat melakukan

pengaktifan dan/atan  penerbitan  kembali

NPWPD, nomor registrasi, NOFD, dan/atau jenis

penomoran lain yvang dipersamakan

Wajib Pajak atau Penanggung Pajak mengajukan

permohonan pengalktifan dan/atau penerbitan

kembali sebagaimana dimaksud pada avat (1)

secara lertulis dengan menggunakanr Bahasa

Indonesia kepacds Kepala Peranglkat Daerah,

Pengaktifan dan/atau  penerbitan  kembali

sehagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

secara elekironik dengan melengkapt data dan
dolkumen pendulung.

Dalam hal sistem eleldronils sebagaimana

dimaksud pada avat (3) belum tersedia atau

terkendala, pendaftaran Pajak dapat dilakukan
dengan rmengisi formulir permohonan
pengaktifan dan/atau penerbitan Kembali.

Syarat  permohonan  pengaktifan  dan/atau

penerbitan kembali sebagaimana dimaksud pada

ayvatl (3], terdiri atas:

A. salinan kartu tanda penduduk atau salinan
identitas diri lainnya;

b. salinan akta pendirian dan legalitas
perusahaan atau lembaga, bagl Wajib Pajak
Badan;

¢. salinan surat bentuk perizinan bagi vang
diwajibkan memiliki izin;

d. foto lokasi dan/atau denah objek;

e, Surat pernyataan mengenai kepemilikan
NPWPD, NOP dan/atau NOPD ganda dan
salinan semua kartu NFWPD, NOP dan/atau
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NOPD yang dimiliki, untuk Wajib Pajak yang
memiliki lebih dari satu NPWPD, NOP
dan/atau NOPD;

f, dokumen vang menunjukkan bahwa Wajib
Pajak tidak  menutup  atau  tidak
menghentikan usahanya dan/ atau bukti
kepemilikan objek pajak; dan

g.  surat pernyatasan bermaterai yang
menyatakan objek Pajak tidak dalam
sengketa.

Dalam hal pengurusan permohonan pengaktifan

dan/atau penerbitan  kembali  schagaimana

dimaksud pada ayat (1] dikuasakan, Kuasa harus
membawa surat kuasa kbhusus dan salinan
identitas kuasa Wajib Pajak.

Pasal 50

Kepala Perangkat Daerah atau Pejabat yvang

ditunjuk melakukan:

a. verifikasi; dan

bh. klarfikasi

dalam pelaksanaan  pengaktifan  dan/fatau

penerbitan  kembali sebagaimana dimaksud

dalam Pasal SOB avat (1.

Verifikasi, klarifikasi, penelitian administratif

dan/ateu  peneliian lapangan sebagaimana

dimaksud pada avat (1) harus dilengkapi herita
acara sebagai dasar laporan hasil Penelitian.

Dalaim hal:

a. terdapat data dan indbrmasi perpajakan yang
dimiliki atau diperoleh pejabat Badan yang
menunjukkan bahwa Wajib Pajak memenuhi
kondisi tertentu untuk dilakukan pengakiifan,
dan/atan penerbitan kembali sebagaimana
dimsaksud dalam Pasal 308 ayal [1|; dan/atau

b. Wajib Pajak tidak mengajukan permohonan
pengaktifan  danfatay  penerbitan kembali
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 508 ayat
(1).

pemeriksaan  atau  verifikasi dalam rangka

pengaktilan dan/atavw  penerbitan kembali

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
secara jabaian,

Laporan hasil Penelitian sebagaimana dimaksud

pada ayat {2] digunakan sebagai bahan

pertimbangan Perangkat Daerah  dalam
menerbitkan keputusan,

Keputusan sebagaimana dimaksud pada avat (4]

dapat berupa mengabulkan atau menolak

permohonan Wajib Pajak, untuk sebagian atau
seluruhnya yang ditetapkan paling lama 3 (tiga)
bulan sejak permohonan lengkap diterima.
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20. Di antara Pasal 73 dan Pasal 74 disisipkan 3 (tiga)
Pasal, vakni Pasal 73A, 73B dan 73C sehingga
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 73A

Permohonan pengembalian kelebihan pembavaran

pajak daerah harus memenuhi persyaratan ;

a. diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui
Kepala Perangkat Daerah dalam Bahasa
Indonesia disertai dengan alasan vang jelas dan
bukti yang sah,

b, untuk permohonan pengembalian kelebihan
pembayaran  Pajak  Daerah, melampirkan
dokumen sebagai berikut:

1. mengisi formulir permohonan pengembalian
kelebihan pembayaran pajak daerah
schagaimana terlampir dalam Lampiran
vang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini;
fotokopi KTP wajib pajak dan kuasanya (jika
dikuasakan);
surat kuasa (jika dikuasakan);
fotokopi NPWP wajib pajak;
fotokopi buku rekening sesuai KTP;
surat pernyataan transfer bermaterai;
asli bukti bayar pajak daerah yang telah
disetorkan;

8. fotokopi surat pernyataan waris atau akta
pembagian  waris, apabila wajib pajak
meninggal dunia dan KK (asli diperlihatkan);

9. surat pernyataan kronologis bermaterai dari
wajib pajak; dan

10. dokumen pendukung pengembalian
kelebihan pembayaran pajak daerah lainnya
vang sah sesuai aspek alasan pengembalian
kelebihan pembayaran pajak  daerah
lainnva.

i

e R

Pasal 73B

(1) Permohonan pengermbalian kelebihan
pembayaran pajak dacrah atau retribusi daerah
dilakukan melalui bagian pelavanan
administrasi pajak  daerah diverifikasi
kelengkapan persyaratan berkas dokumen
aschagaimana dimaksud pada Pasal 73A.

(2) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan
pengembalian kelebihan pembayaran pajak
daerah kepada Bupati paling lambat 60 (enam
puluh) han setelah pembayvaran pajak daerah
terutang dibayarkan ke rekening kas daerah.

(3) Hasil vernifikasi dolkumen sccara administrasi
schagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
berupa:

a, penolakan, karena melewati batas waktu
sehagaimana dimaksud pada ayat (2),
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b. penolakan, karena syarat dinyatakan
belum lengkap;

c, diterima dengan memberikan tanda terima
dan memproses permohonan pengembalian
kelebihan pembayaran pajak daerah
apabila persyaratan dinyatakan lengkap.

Terhadap permohonan yang ditolak

sebhagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b,

Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dapat

mengajukan kembali permohonan

pengembalian  kelebihan pembayaran pajak
daerah dalam jangka waktu sebagaimana

dimaksud pada ayat (2).

Terhadap permohonan vang diterima

sebagaimana dimaksud pada ayat {3) huruf ¢,

Perangkat Daerah akan melakukan

pemeriksaan lebih lanjut.

Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada

avat [3) dapat berupa:

a. penolakan, Kepala Perangkat Daerah harus
memberikan surat penolakan yang disertai
dengan alasannya.

b. diterima denga  memproses  berkas
permohonan  pengembalian  kelebihan
pembavaran pajak daerah atau retribusi
daerah sampai dengan tahap pencairan.

Terhadap hasil pemenksaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (&), dituangkan dalam
Berita Acara Pemeriksaan dan Laporan Hasil
Pemernksaan.
Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 {dua
belag) bulan sejak diterimanya permohonan
kelebihan pembayaran pajak daerah atau
retribusi daerah sebagaimana dimalksud pada
ayvat (4] harus memberikan keputusan.
Keputusan atas permohonan Wajib Pajak atau
Wajib Retribusi dapat berupa menenma
seluruhnya atau  sebagian, menolak atau
menambah besarnya pajak daerah atau
retribusi daerah terutang.
Apabila setelah jangka waktu sebagaimana
dimaksud pada ayat (8) Bupat tidak
memberikan keputusan, maka permohonan
pengembalian pembayaran pajak daerah atau
retribusi daerah tersebut dianggap dikabulkan
dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka
waktu 1 bulan,

Pagal 73C

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap
berkas permohonan restitusi, scsuail dengan
Pasal 73B avat (6) huruf b, Bupati dapat
menerbitkan  Keputusan Bupati tentang
persetujuan penggunaan Belanja Tidak Terduga
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untuk pengembalian atas kelebihan
pembayaran pajak daerah.

Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) terkait dengan persetujuan penggunaan
Belanja Tidak Terduga untuk pengembalian atas
kelebihan pembayaran pajak daerah
dikembalikan kepada Kepala Perangkat Daerah
yvang selanjutnya dapat diterbitkan SKPDLE,
Pengembalian  kelebihan pembayaran pajak
daerah dilakukan dalam jangka waktu paling
lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannyva
SKPDLE.

Ketentuan ayat (4) dan ayat (3) Pasal 75 diubah, serta
ditambahkan 4 {empat] ayat, yakni ayat (&), ayat (7],
avat [8) dan ayat (9), sehingga Pasal 75 berbunyi
sebagai berikut:

(1)

(2}

(3]

(4

(5]

Pasal 75

Atas permohonan Wajib Pajak atau karena

jabatannya, Bupati atau Kepala Perangkat

Dacrah dapat melakukan pembetulan STPD,

SPPT, SKPD, atau SKPDLB vyang dalam

penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau

kesalahan hitung dan /atau kekeliruan
penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan
perundang-undangan perpajakan Daerah.

Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan dalam Surat Keputusan Pembetulan,

Dalam  hal pembetulan didasarkan atas

permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Bupati atau Kepala Perangkat

Dacrah menindaklanjuti permohonan tersebut

dengan melakukan  penelitian terhadap

permohonan Wajib Pajak,

Wajib Pajak atau Penanggung Pajak mengajukan

permohonan pembetulan atau pembatalan secara

tertulis dengan menggunakan bahasa indonesia
kepada Bupat atau Kepala Perangkat Daerah.

Persyaratan permohonan pembetulan atan

pembatalan terdiri dari:

a. salinan KTP/Kartu Tanda
Penduduk/Identitas diri lainnya;

b. salinan akta pendirian dan legalitas
perusahaan atau Lembaga, bagl wajib pajak
badan;

¢c. salinan surat bentuk perizinan bagl yang
diwajibkan memiliki izin;

d. foto lokasi dan/atau denah objek;

e. surat pernyataan bermaterai yang
menyatakan objek pajak tidak dalam
sengketa;

f. SPOP dan LSPOP; dan
salinan  bukti  kepemilikan/penguasaan/
pemanfaatan tanah, berupa sertifikat,
dan/atau akta peralihan hak.
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Selain harus memenuhi Ketentuan dimaksud
pada ayat (5) wajib pajak reklame harus
melampirkan Juga salinan kontrak
kerja/perjanjian,/perikatan untuk reklame yvang
menggunakan kontrak,
Dalam rangka penelitian sebagaimana dimaksud
pada ayat (3}, Bupati atau Kepala Perangkat
Daerah dapat meminta data, informasi, dan/atau
keterangan yang diperlukan.
Dalam hal pembetulan didasarkan atas
permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud
pada avat (3], Bupati atau Kepala Perangkat
Dasrah wajib menerbitkan Surat Keputusan
Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dalam jangka waktu paling lama & (enam) bulan
sejak tanggal surat permohonan pembetulan
diterima.
Pelaksanaan hasil penelittan dituangkan dalam
berita acara hasil peneliban sebagai bahan
pertimbangan Bupati atau Kepala Perangkat
Daerah dalam menerbitkan Keputusan.
Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana
dimaksud pada ayvat (B) berisi keputusan berupa:
a. mengabulkan permohonan Wajib Pajak
dengan membetulkan Kesalahan atau
kekeliruan yang dapat berupa
menambahkan, mengurangkan, atau
menghapuskan jumlah Pajak yvang terutang,
maupun sanksi administratif berupa bunga,
denda, dan kenaikan Pajak; atau
b. membatalkan STPD atau membatalkan hasil
Pemeriksaan maupun ketetapan Pajak yang
dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai
dengan tata cara yang ditentukan; dan
c. menolak permohonan Wajb Pajak.

Ketentuan Pasal 97 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikuat:

Pasal 97

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

1.

Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 28 Tahun
2011 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak
Reklame (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya
Tahun 2011 Nomor 28) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Bupati Tasikmalaya
Nomor 67 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 28 Tahun
2011 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak
Reklame (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya
Tahun 2020 Nomor 67);
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2, Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 44 Tahun
2011 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Air
Tanah (Berita Dacrah Kabupaten Tasikmalaya
Tahun 2011 Nomor 44);

3, Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 5 Tahun
2014 tentang Surat Pemberitahuan Pajak
Terutang, Daftar Himpunan Ketetapan Pajak,
Klasifikasi Penetapan Nilai Jual Objek Pajak, dan
Ketetapan Terendah Pajak Bumi dan Bangunan
Perkotaan dan Perdesaan [(Berita Daerah
Kabupaten Tasikmalava Tahun 2014 Nomor 3,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor
153 Tahun 2022 tentang Perubzhan Keempat
Atas Peraturan Bupatl Tasikmalays Nomor 5
Tahun 2014 tentang Surat Pemberitahuan Pajak
Terutang, Daftar Himpunan Ketetapan Pajak,
Klasifikasi Penetapan Nilai Jual Objek Pajak dan
kKetetapan Terendah Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan  Perkotaan (Berita Daerah
labupaten Tasikmalava Tahun 2022 Nomeor 156]);

4. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 12 Tahun

2017 tentang Teta Cara Pemungutan dan

Pengeiolaan Administrasi Pajak Bumi dan

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita

Dacrah Kobupaten Tasikmalaya Tahun 2017

Momor 12); dan

Peraturan Bupati Tagikmalaya Nomor 12 Tahun

2021 rentang Pedoman Pemlaian NilaiJual Objek

Paiak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan

Perlcotaan (Berita Deerah kabupaten Tasikmalaya

Tahun 2021 Nomor 12),
dicabut dan dinyvaialan tidak berlaku.

23. Di antara ketentuan huruf A dan huruf B Lampiran
Peraturan Bupati Nomor | Tabun 2024 tentang Tata
Cara Pemunguutan Pajak Pumi dan Banguhan
Perdesaan dan Perkotaan, Pajak Reklame, dan Pajak
Air Tanah diubah, disisipkan 1 (satu} humuf yakni
hurui Al, dan ditambahkan 2 (tiga) huraf yakni huraf
0, hurnd B, dan horuf 5 sehingga menjadi
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian dak terpisahkan dari Peraturan
Bupali ini.

L

Pasal Il

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam  Berita Daerah  Kabupaten
Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal 1 Desember 2025

e —

CECEP NURUL YAKIN

Diundangkan di Singaparna
pada tanggal 1 Degember 2025
SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN

s S %

TASIKMALAYA,
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LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA

NOMOR 60 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG TATA CARA
PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN, PAJAK
REKLAME, DAN PAJAK AIR TANAH

Al. PEDOMAN PELAKSANAAN PENILAIAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN

B,

[stlah atau Terminoiogl
Istilah atau terminologi vang digunakan dalam Pedoman
Penilaian PEB-P2 ini adalzh sebagail berikut:

a.

Blok adalah zona peogralis yang terdiri dari sekelompok objek
pajak vang dibatasi oleh batas alam dan/atau buatan manusia
vang bersifat permanen/tetap, seperti jalan, selokan, sungai,
dan sebagainya untuk kepentingan pengensan PBB-P2 dalam 1
{satu] wilayah administrasi pemerintahan desa/ kelurahan.
Penentuan batas blok tidak terikat pada batas RT/RW dan
scjenisnya dalam | (safu) desa/kelurahan,

Sket adalah gambar tenpa skala yang menunjukkan letak relatif
objek pajak, ZNT, dan lain sebagainya dalam 1 (satu) wilayah
adrministrasi pemermtahan desa, kelurahan,

Surat Pemberitahuan Objek Pajak yvang selanjutnya disinglat
SPOP adalah surat vang digunakan oleh Subjek Pajak atau
Wajit Pajak untuk melaporkan data subjek dan cbjck PBB-P2
geguai dengan peraturan  perundang-undangan di  bidang
perpajakan Daerah,

Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak vang selanjuinya
disingkat LSPOP adalah formulir yang digunakan oleh Subjek
Pajak atau Wajib Pagak untuk melaporkan data rinci objek PBB-
P2,

Lembar Kerja Objek Khusus vang selanjutnya disingkat LKOK
adalah formulir tambahan yang dipergunakan untuk
menghimpun data tambahan atas objek pajak yang mempunyai
kriteria khusus yang belum tertampung dalam SPOFP dan
LSPOP.

Peta Zona Nilai Tanah atau vang selanjutnya disebut Peta ZNT
adalah peta yang menggambarkan suatu zona geografis yang
terdiri atas sekelompok objck pajak yang mempunyai 1 (satu)
NIR vang dibatasi oleh batas penguasaan/pemilikan objek pajak
dalam 1 (satu) wilayah administrasi desa/kelurahan. Penentuan
batas ZNT tidak terikat pada batas blok.

Penilaian dengan bantuan komputer/ Computer Assisted
Valuation (CAV) adalah proses penilaian yang menggunakan
bantuan komputer dengan kriteria yang sudah ditentukan.
Analisis Bugerlijke Openbare Werken (BOW) adalah perhitungan
biaya dengan mengalikan setiap satuan harga dengan unit
pekerjaan vang dilakukan, vang biasanya digunakan untuk
provek padat karya sederhana.
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[I. OBJEK DAN METODE PENILAIAN PBB-P2
a. Objek PBB-P2

1. Objek Pajak Umum

Objek pajak umum terdiri atas:
a. Objek Pajak Standar
Objelkk pajak standar adalah objek-objek pajak yang
memenuhi kriteria-kriteria berikut:
Tanah : 210,000 m2
Bangunan : Jumlah lantai =4
Luas Bangunan :=1.000 m2
h., Ohick Pajak Nonstandar
Obijek pajak nonstandard adalah objek-chiek pajak yang
memenuhi minimal salah satu dari kriteria-kriteria

beriiat:
Tanali ¢ »10.000 m2
Bangunan - Jumlah lantai >4

Luas Bangunan : =1.000 m2

2. Dbjek Pajak Khusus

Objek pajak khusus merpakan objek pajak yang memiliki

konstruksi khusus, fungsi khusus atau keberadaannya

mermilil arti vang khusus, seperti:

jalan tol;

bandar udara;

stasiun;

oendungan;

pelabuhan, dermaga, galangan kapal,

lapangan golf;

siadion

sirkuit balap;

pabrik semen/ ;:nupui-:.

lempat rekreasi;

lempet penampungang kilang minyak, air, atau gas;

pipa munyall, ar, atau gas,

m. stasiun pengisian bahan hakar,

n. menara; dan

p. Bangunan lainnya sesusi  ketenluan  peraturan
perundang-undangan.

termasuk objek pajak khusus adalah Bangunan yang berada

di bawah permukasn Bumi, baik vang menjadi bagian dari

Bangunan sebagmimana dimaksud pada buruf a sampai

dengan huruf o maupun yang berdiri sendiri.

._FI:I E_E':I r'l"l?.

— ?‘TI_-' ol

IMl. Metode Pemilanan

1.

Perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis

Metode ini dilakukan dengan cara membandingkan objek pajak
vang akan dinilai dengan objek pajak lain sejenis yang letaknya
berdekatan dan fungsinya sama yang nilai jualnya sudah
diketahui dengan melakukan penyesuaian yang dipandang
perlu, Metode ini terutama diterapkan untuk penentuan NJOP
Bumi dan dapat juga digunakan untuk menentukan NJOP
Bangunan atas objek pajak tertentu.

Nilai perolehan baru

Metode ini dilakukan dengan cara memperhitungkan seluruh
biaya yvang dikeluarkan untuk memperoleh objek Bangunan
baru pada saat penilaian dan dikurangi penyusutan
berdasarkan kondisi fisik objek Bangunan. Perkiraan biaya
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dilakukan dengan cara menghitung biaya setiap komponen
utama Bangunan, material dan fasilitas lainnya.

3. Nilai jual pengganti
Metode nilai jual pengganti dilakukan dengan cara menghitung
atau memproyveksikan seluruh pendapatan sewa atau
penjualan dalam 1 (satu) tahun dari objek pajak yang dinilai
dikurangi dengan kekosongan, biaya operasi, dan/atau hak
pengusaha, yang selanjutnya dikapitalisasikan dengan suatu
tingkat kapitalisasi tertentu. Metode ini pada umumnya
diterapkan untuk objek komersial, yang dibangun untuk
n=aha atan  menghasilkan  pendspatan, seperti  hotel,
apartemen, gedung perkantoran yang disewakan, bandar
udara, pelabuhan, tempat rekreasi, dan lain sebagainya.
Dalam penentuan NJOP, penilaian berdasarken metode ini
dipakai juga sebagai alat pengujian terhadap nilal yang
dihasilkan dengan mectode lainnya.

TATA CARA PELAKSANAAN PENILAIAN

Saat vang menentukan untuk menghitung PBB-P2 yang terutang

adalah menurut keadaan objek PBBE-P2 pada tanggal 1 Januan yang

ditetapkan dalam Peraturan Daerah masing-masing. Dasar
pengenaan PBE-P2 adalah NJOP yang ditetapkan berdasarkan
prozes penilaian PBB- P2,

Proses Penilaian PEB-P2 tersebut diawali dengan tahapan persiapan

yang terdiri dari:

. menvusun Rencana Kerja;

3. menviapkan SPOP, L3POP, dan LKOK;

3. menyeleksi data-data objek pajak yang perlu dilakukan dalam
Penilaian Massal atau Penilaian Individual; dan

4, mengumpulkan data-data lama, sebagai pelengkap, dan objek
pajak vang akan dinilai.

i samping tahapan persiapan, proses Penilaian PBB-PZ baik untuk

Penilaian Massal maupun penilaian individual memerlukan

nelaksanasn konversi NJOFP vang tahapannya dilakukan setelah

proses perilaian, dengan ketentuan sebagai berikul:

1. Nilai tanah per meter persegi hasil dari analisis penilai
dikonversi ke dalam klasifikasi dan besarnva NJOP PBB-P2
sehapgai dasar pengenaan PBB-P2 berdasarkan peraturan
Kepala Daerah setempat.

2. Nilai Bangunan per meier persegi hasil dan analisis penilai
dikonversi ke dalam klasifikasi dan besarnya NJOP PBB-P2
schagai dasar pengenaan PBB-P2 berdasarkan peraturan
Kepala Daeral setempat.

3. Untuk objek pajak yvang lerdiri lebih dari 1 (satu) Bangunan,
konversi dilakukan dengan cara menjumlahkan nilai seluruh
Bangunan dan dibagi luas seluruh Bangunan. Nilai Bangunan
per meter persegi rata- rata tersebut kemudian dikonversi ke
dalam klasifikasi dan besarnya NJOP PBB-P2 scbagai dasar
pengenaan PBB-P2 berdasarkan peraturan Kepala Daerah
setempadl.

Penilaian Bumi dan/atau Bangunan dalam rangka pemungutan

PBB-P2 dapat dilaksanakan dengan cara Penilaian Massal dan/atau

Penilaian Individual.
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Penilaian masal
Dalam sistem ini, NJOP Bumi dihitung berdasarkan NIR yang
terdapat pada setiap ZNT, sedangkan NJOP Bangunan
dihitung berdasarkan DBKB. Dalam melakukan Penilaian
Massal, baik untuk tanah maupun Bangunan dapat
menggunakan CAV.
1. Penilaian Tanah
Pembuatan konsep Sket/Peta ZNT dan penentuan NIR.
a. Batasan-batasan dalam pembuatan Sket/Peta ZNT
1) ZNT dibuat per kelurahan/desa,
21 Pengizian NIR tanah ditulis dalam ribuan rapiah.

Contoh:
Mo  NIR gpemrr,lmﬁ_ - Tl
1. Rpl.500.000,00 1.500,00
5 Rp220.000,00 530,00
3. Rp22.500,00 22,50 =
' Rp6.000,00 6,00

- .

3) Qans batas setap ZNT dibert waima yang berbeda

sehinggs jelas batas antar Z0NT
b. Bahan-bahan yang diperiukan:

1) Peta desa/kelurahan yang telah ada batas-batas
bloknya vang digunakan sebagai dasar pembuatan
Peta ZNT akhir,

2} File data tahun terakhir serta Dallar Himpunan
Ketetapan Pajak (DHKP) yang digunakan untuk
standardisas] nama jalan

3] Buku klasifikas: NJOP tahun terakhir.

4] Data vang dipakai untuk pembanding dalam
perentuan NIR tanah dan sebagai bahan
stendardisasi nama jalan.

5) Alat-alat tuli=

¢, Proses pembuatan Sket/ Peta Znt

1} Tahap persiapan
Tahapan persiapan meliputi kegiatan:

a) Menyiapkan peta vang diperlukan dalam
penentuan NIR dan pembuatan ZNT, meliputi
peta Wilayah labupaten/kota, peta
desa/ kelurahan, Peta ZNT dan peta Blok.

b) Menyiapkan data dari instansi @ yang
membidangi pendapatan Daerah  yang
diperlukan, seperti data dari laporan
Notaris/PPAT, data NIR dan ZNT lama,
Keputusan Bupati tentang Klasifikasi dan
Penggolongan MJOP Bumi dan Bangunan, dan
lain sebagainya.

c) Menyiapkan data yang berhubungan dengan
teknik penentuan nilai tanah, seperti data jenis
penggunaan tanah dan data  potensi
pengembangan wilayah berdasarkan RT/RW
dari instansi/lembaga yang berwenang
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menvediakan data kewilayahan, pertanahan,
dan RT/RW.

d) Pembuatan rencana pelaksanaan meliputi
rencana anggaran dan biaya, jumlah personil,
serta jadwal kegiatan dengan mengacu pada
Keputusan Bupati,

Pengumpulan data harga jual

a) Data harga jual adalah informasi mengenai
harga transaksi dan/atau harga penawaran
tanah dan/atau Bangunan.

hl Sumber data berasal dari PPAT, notaris,
lurah/kepala desa, agen properti, penawaran
penjualan properti melalui majalah, brosur,
direktori, pameran, media elekoonik, dan
sebagainya.

c) Data lapangan yaitu data harga jual vang
diperpleh di lapangan yang dianggap paling
dapat dipercaya akurasinya. Oleh karens itu,
pencarian data langsung ke lapangan harus
dilakukan baik untitk mempercleh data baru
maupun mengecek data vang diperoleh di
kantor.

d) Sermua data harga jual yvang diperoleh agar
ditulis dalam formuiir data transaksi jual beli.

el Dalam rangka pe ny_ﬂugula_n data harga jual,
juga diadakan inventarisasi namsd jalan yang
ada di setiap desa/kelurahan. Penulisan nama
jalan diﬁr_':—;lmik::'.:'. dengan standar baku
penulisan nama jalan.

Kompilasi Data

a) Data yvang terkumpu! dalam masing-masing
desa/kelurahan harus dikelompokkan
menurutl jenis penggunsannys karena jenis
penggunaan tanah/Bangunan merupakan
variabel yang signifikan dalam menentukan
nilai tanah,

n] Kompilasi jugs dipertukan berdasarkan lokasi
data untuk memudahkan tahap analisis data.

Rekapitulesi data dan pemetzsan data transaksi

pada peta kerja ZNT
al Semua data vang diperoleh dimasukkan dalam
formulir analisis penentuan nilai pasar wajar.
b} MNomor data vang tertulis pada formulir data
tranzaksi jual beli harus sama persis dengan
nomor yvang tertulis pada formulir analisis
penentuan nilai pasar. Selanjutnya, nomor ini
akan berfungsi lebih lanjut sebagai alat untuk
mengidentifikasi lokasi data pada peta sebaran
data.
c) Penvesuaian terhadap waktu dan jenis data:
(1) Penyesuaian terhadap waktu dilakukan
dengan membandingkan waktu transaksi
dengan keadaan per 1 Januari tahun pajak
berkenaan.

(2) Penyesuaian  terhadap faktor waktu
dilakukan dengan mengacu pada faktor
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vang mempengaruhi fluktuasi nilai properti
dalam kurun waktu vang dianalisis, seperti
keadaan pasar properti, keadaan ekonomi,
tingkat inflasi, tingkat suku bunga dan
faktor lain vang berpengaruh. Perubahan
nilai tanah dapat disesuaikan dengan
perkembangan wilayahnya.

{3) Penyesuaian terhadap jenis data diperlukan
untuk memenuhi ketentuan nilai pasar
sebagaimana prinsip-prinsip penilaian yang
berlalny, Misalnva data penawaran dan data
dari PPAT/Notaris vang udak sepenuhnya
mencerminkan nilai pasar harus
disesuailzan. Besar penyesuaian  sangat
tergantung pada tinghkat akurasi data dan
keadaan di lapangan. Variasi besarnya
persentase penyesuaian antara penilai sata
dengan yang lain tidak dapat dihindari dan
tetap dibenarkan asalkan tidak
menimbulkan penvimpangan yang terlalu
1azh dan nilai pasar. Untuk mendapatkan
nilai tanah, dala vang digunakan adalah
data transaksi jusl beli yang memenuhi
nargs pasar wajar. Uleh karena itu, data
harge penawaran perlu discsuaikan dengan
mengurangkan dalam persentase lertentu
sesuat dengan analiss d lapangan,

Angka persentase penyvesuaian di atas

bukan merupakan angka wvang mutlak,

Prrsentase penyeésuaan harus berdasarkan

pada data dan fakta di lapangan dan

dianalisis terlebil dahuiu, sehingga di setiap
wilayah dapat berbeda.

Menentukarn nilai pasar tanah per meter persegi

a) Tanah kosong, nilai pasar dibagi luas tanah
dalam satuan meter persegl.

0] Tansah dan Bangunan
(1} Menentukan nilai  Banguman  dengan

menggunakan DBKE setempat.

(2) Nilai pasar dikurangi nilai Bangunan
diperoleh nilal pasar tanah kosong untuk
kermudian dibagi luas tanah dalam satuan
meter persegl.

Membuat batas imajiner ZNT

Batas imajiner dituangkan dalam konsep Peta ZNT

yang telah berisi sebaran data transaksi dan/atau

nilai pasar tanah. Prinsip pembuatan batas
imajiner ZNT adalah:

a) Mengacu pada Peta ZNT lama bagi wilayah yang
telah memiliki Peta ZNT.

b)] Mempertimbangkan data transaksi yang telah
dianalisis yang telah dipetakan pada peta kerja
ZNT.

¢)] Pengelompokan persil tanah dalam satu ZNT
dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai
berikut:

i

—
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(1) Nilai pasar tanah yang hampir sama;

(2) Memperoleh akses fasilitas sosial dan
fasilitas umum yang sama;

(3) Aksesibilitas yang tidak jauh berbeda; dan

(4) Mempunyzi potensi nilal yang sama.

7) Analisis data penentuan NIR

a)

b

Data vang dianalisis untuk memperoleh NIR
dalam 1 (satu) ZNT harus memenuhi kriteria
sebagai berikut:

(1} Data relatif baru;

12) Data fransaksi atau penawaran vang wajar;

(3) Lokasi vang relatif berdekatan,

(4) Jenis penggunaan tanab !Bangunan yang
relatif sama; dan

(3) Memperoleh fasilitas sosial dan fasilitas
vimum vang relatif sama.

Penyesuaian nilai tanah dan penentuan NiR

Sebelum menentukan NIR pada masing-masing

ZNT, nilai tanah vyang telah dianalisis

disesuaikan dengan ketentuan sebagai berikut:

(1) Untuk ZNT yang memililki data transaksi
lebih dan satu, penentuan NIR dilakukan
dengan cara menghitung nilai rala-rata dari
data transaksi tersebut.

[2) Untulk ZNT yang hanya memiliki satu data
rransaksi, penentuan  NIE  dilakukan
dengan cara memperimbangkan data
transaksl dari ZNT lain vang terdekat dan
ralatif sama milai  tanahnyva  setelah
dilakukan proses penyesuaian seperhanya.

(3) Untuk ZNT vyang tidak memiliki data
transaksi, penentuan NIR dapat mengacu
pada NiR i ZNT lain vang terdelkat dengan
melakukan penvesusnan faktor lokasi, jenis
pengeunaan tanah dan keluasan persil.

Pembuatan Peta ZNT akhir

1) Tahap ini dilaksanakan setelah selesai
pengukuran  bidang milik dalam satu
desa/kelurahan,

(?) Garis batas ZNT dibual mengikuti garis
bidang milik dan tidak beleh memotong
bidang milik.

3) Cantumkan NIR (nilai tanah hasil analisis
bukan nilai tanah hasil klasifikasi NJOP)
dan kode ZNT pada peta kerja.

(4) Peta ZNT akhir diberi warna yang berbeda
pada setiap garis batas ZNT.

Contoh analisis data
1} Tabel data harga jual transaksi

M. Tdentifiloasi Data No. 1 Data Mo, 2 Data Mo, 3 Data Na. 4
ek
1 Adaumat JL Ciawi No, 3 Jl. Ciawri No, T JL Clawi No. 12 JL Kenanga Noo
5
2 Peruntukan Feramahan Perumahan Perumahan Feramahan
Tanah
3 Ukura
a. Tanah WmxdSm 1S5mx 17 m IS5 mx 30 m 15mx 19 m
| b. Bangunan 18mx15m 1Z2mx15m 15mx20m | 12mx15m
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Tuhun 2015 2015 2015 2015
dibangun
Waktu Akhir tabun 2021 Akhir tabhun Abkhir tahun 20232 Penawaran pada
Lransaks] 2020 Juni B024
penjunlian
Harga jual Bpl 040 000,000,103 Rpa20 B0 000, REpl. 464000 000
4] L]0 .00
Harga g = ' Rpl. 134 000,00
ponawaran A3, Lk0H
Speaifikasi
Hangunan;
a. Lantai Granit Keramik Ciranit Granit
b. Genteng Beton Beton Eeton
Biayva R 00000000 Ro L.A00.000,00 Rp2.000.000,00 Rp2.000,000,00
Pembangunan |
Baru
Bangunan m? l
{tahumn 2024 L PSS | PP WS —

I{eempat dats tersebut di atas, setelah diteliti adalah
wajar untuk dijadikan data pembanding dan setelah
dipetakan dalam peta kerja maka data pembanding di
atas berada dalam 1 (satu) ZNT.
1] Analisis harga jual tanah per m2 untuk perhitungan
tahun pajak 2025,
a) .JI. Ciawi No. 3
B (nilai rupiah dalam ribuan)
| Harga Transaksi Tanah dan Bangunan Rp

(<) | Milai Ba.ng;tm;m (berdasarkan | Rp Jﬂ-{} EJ'DD

I | DBKE |

| | Milat Tanah Rp

| B | 1.500.000,00
{:] | Luas .-._L'ah _I_.._IUU

 — llEu T’-I.l'rclh-"ﬂ'IT Ep 3 {}DD 00

| . Penyesuaian Waktu +  Rp 360,00
Ijm (+112% X Rp |
3.000,00 L

| b, Penvesuaian Jenis Data: 0% |[Rp0,00
Nitai Tanah fm.? setelah | Rp 3.360,00
__idisesuaikan

by JI. Ciawi No. ¥

(nilai rupiah dalam ribuan)
Hﬁ_‘[’ga_'l'd_]'l_‘ﬂiﬂkﬁj Tanah dan Bangunan | Rp. 820.800,00
(<) | Milai Bangunan (berdasarkan | Rp 324.000,00

DBKE)

Nilai Tanab Rp 496.800,00
{:] |[Luas Tanah 180

Nilai Tanah/m2 Rp 2.760,00

a. Penyesuaian Waktu + | Rp 441,60
16% (+}16% = Hp
2.760,00
b. Penvesuaian Jenis Data: 0% | Rp 0,00
Milai Tanah,/m2 setelah | Rp 3.201,60
disesuailan i
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¢} Jl. Ciawi No. 12
[nilai rupiah dalam ribuan)

Harga Transaksi Tanah dan Bangunan | Rp.
1.464 000,00

(-} |MNilai Bangunan (berdasarkan | Rp 600.000,00

DBEB|

Nilai Tanah Rp 864.000,00
{:) Luas Tanah 300
' Nilai Tanah/m2 Rp 2.880,00

a. Penyvesuaian Waktu + | Rp 230,40
| 8% (+) 8% x Rp 2.880,00

| | b. Penyesuaian Jenis Data: 0% | Rp 0,00
| | Nilai Tanah/m2 setelah | Rp 3.110,40
| | dizeguaikan

dl Jl. Ciawi No. 8
o= (nilai rupiah dalam ribuanj)
| Harga Transaksi Tanah dan Bangunan | Rp.
- 1.134.000,00
!l'_:' T Nilai “Baudu.'rm] (berdasarkan | Rp 360.000,00

~ |DBEB] _ e
Nila! '_1:3 nah _| Rp 774.000,00
(1 |LuasTanah _ = s
| Nilai Tanah /m?2 S Rp 4.200,00

| a F'rn}rraL.Fﬂﬂn Wal-uuvﬂ% | Rp. 0,00
| . P"‘ﬂ_‘-. esuaian Jems Dats Rp. 430,00

[~} 1084 .
| [(]10% x Rp 4.300,00 |
Milai Tanash /m?2 setelah | Rp 3.870,00
J n::1seau atkan

E'-l.:ﬂ"'t'l:r]"' analisia penyesuaian atas faktor waktn transaksi:
Untuk menganalisis persentase atas wakiu transaksi dapat
dilakukan dengan membandingkan 2 (dua) deta atau lebih
yaing mempunyai ciri-cirl yang hampir sama yang dalam
contoh ini adalah data {g) dan [(c}.

Cara analisis:

| Rp. 3000 - Bp. 2.880
Rp. X 100% =4,16%

2.880
nilai penyesuaian scbesar 4,16% (dibulatkan menjadi 4%)
menunjukkan adanya kenaikan nilai tanah setiap tahunnya.

2] Penentuan NIE

ZNT PENYESUAIAN (%)
BERDASARKA
No F‘“‘KTDE'?;I{'ER N KONSEP | DATA | DATA | DATA | DATA
PENYES (TAHUN NO.1 | NO. 2 | NO. 3 | NO. 4
PENYESUAIAN)
(harga dalam ribuan rupiah)
Harga Jual Tanah per m? 3.000 EJ EE}B 4 300
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1. |Waktu Transaksi Tahun 2024

+12%

+16

+85%

2 Jenis Data

-10%

Jumlah persentase penyesuaian

+12%

+16%

+8%

-10%

Wilai yang telah disesuaikan

3.360

3.2

3.1

3.870

o1, 10,

Milai dirata-rata

Nilai Indikasi Rata-Rata (NIR)

3.385,5

Pemberian warna garis  bates ZNT  dan
pencantuman angka NIR daiam peta kerja,
dilakokan dengen ketentuan:

1) Garis batas imajiner ZNT pada peta kerja diberi
warna yang berbeda sehingga jelas batas antar
ZNT.

Untuk setiap ZNT dicantumbkan angka NIE-nya.
NIR dicantumlkan sebagaimana hasil analisis,
hukan dalam bentuk ketentuan nilai jual Bumi.
Membuat kode ZNT untuk masing-masing ZNT
dalam peta kerja, dilakukan dengan ketentuan:

1) Untuk setiap ZNT dibuat kode ZNT dan ditulis
tepat i bawah angka NIR

Kode ZNT dibuai pada peta keria, dimulai dari
sitchut kiri atas (sudut barat laug berurutan
mengikuti hentuk spiral

ZNT diber kode dengan menggunakan
kombinasi dua hurul, dimulai dari AA s.d. Z2.
ZNT yvang memiliki NIR sama, jika dipisahkan
aleh ZNT lain harus dibuatkan kode ZNT yang
berbeda.

Pengisian formulir ZNT

ZNT yang telah diberi kode dan telah ditentukan
NIR-nya, datanya diigikan pada Formulir ZNT.
Membuat skei/Peta ZNT akhir, dilakukan dengan
getentuan:

1] Tahap ini dileksanakan setelah selesai
pengukuran bidang obiek pajak dalam satu
desa/kelurahan.

(aris batas ZNT dibuat mengikuti garis bidang
objek pajak dan tidak boleh memotong bidang
objek pajak

Untulk mempermudah penentuan batas ZNT
sesuai garis bidang objek pajak, terlebih dahulu
dibuat sket/Peta ZNT blok vang selanjutnya
dipindahkan ke dalam sket/Peta ZNT
desa/kelurahan.

Cantumkan NIR dan kode ZNT sesuai dengan
NIR dan ZNT pada peta kerja, ZNT yvang telah
diberi kode dan ditentukan NIR-nya, datanya
diisikan pada formulir ZNT.

Sket/Peta ZNT akhir diberi warna pada setiap
garis batas ZNT.

Sket,/Peta ZNT akhir digunakan sebagai
lampiran peraturan Kepala Daerah tentang

2]

3]

Setap

<

3)

4)

3

6]
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besarnya NJOP sebagai dasar pengenaan PBB-
P2. Dalam hal ini, sket/Peta ZNT tersebuet
diperkecil dengan cara difotokopi dan tidalk
perlu diberi warna, tetapi kode ZNT dan NIR
harus jelas.

1. Penilaian Bangunan dan penyusunan DBKB
a. Survel
Untuk menyvusun/membuat DBKB dilakukan survei
lnentitas terhadan model Bangunan yvang dianggap dapat
mewakili kelompok Bangunan tersebut dan dinilai dengan
dasar perhitungan analisis BOW,
Dengan survel kuantitas dan dasar perhitungan analisis
BOW yang merupakan perhitungsn dengan metode nilai
perolehan baru, akan diperoleh biaya pembuatan
haru /biaya penggantian baru dari Bangunan. Sehubungan
dengan kebuthan CAV, maka biaya komponen Bangunan
perlu dikelompokkan ke dalam iaya komponen utama,
komponen material dan komponen fasilitas Bangunan.
Pelaksansan survel kuantitas dipergunakan karena cara
imilah vang paling mendasar dan terinel bila dibandingkan
dengan cgra-cara perhitungan yang lain, seperti umit
lerpasang, meter persegi dan indeks.
Perhitungan harga saiuan pekerjaan memekai analisis
BOW merupakan cara uniuk mendapatkan keseragaman
menghitung biava p-rmi:nuﬂ_m_':- Bangunan baru. Mengingat
gara ini akan memberikan hasil vang lebih tngg ila
dihandingkan :'Iengan cara perhirungan blﬂ‘lﬂ:.l nrmhnmngan
pekers aan di lapangan, maka dalam |1|:rl1|1u.11Es.n ini
digunakan fektor korelks:
b. Pengelompokikan Bangunan

Pengelompokkan Bangunan dilakukan berdasarkan JPB
Ses11a] dena_,_m tipe konstruksinya vaitu
JPE 1 :  perumahan

JPB 2 1 perkantoran

JPB 3 . pabrik

JPR 4 :  toko/apotck/ pasar/ruko
JPB S :  umah ﬁdul,"f-ﬂlnlk

JPE® 1 olahraga/rekreast

JPB 7 . hotei/restoran/wizma

JPB & . bengkel/pudang/pertanian
JPE 9 ;. pedung pemerintah

JPB 10 : lain-lain

JPB 11 : Bangunan tidak kena pajak
JPB 12 : Bangunan parkir
JPE 13 : apartemen/kondominium
JPB 14 : pompa bensin (kanopi)
JPB 15 : tangki minyak
JPB 16 gedung sekolah
Eﬂrdasarkan JPB tersebut, DBKB dikelompokkan menjadi
2 (dua), yaitu DBKB standar dan DBKB nonstandar.
1. DBKB Standar
a. Biaya Komponen Bangunan
(1) Biaya komponen utama, merupakan biaya
konstruksi utama Bangunan  ditambah
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komponen Bangunan lainnya per meter persegi

lantai meliputi unsur-unsur komponen utama

sebagai berikut:

(a) Pekerjaan persiapan (pembersihan, direksi
keet, boplang).

(b) Pekerjaan pondasi [rmulai dari
galian pondasi sampai dengan urugan
tanah kembali).

(¢} Pekerjaan beton /heton bertulang
(termasuk kolom dinding Iluar/dalam,
laptai dan plat lantai).

id] Pekeriaan dinding Iuar (plester dan
pekerjaan cat).

gl  Pekerjaan kayu dan pengawetan termasuk
pekerjaan cat (kusen, pintu, jendela, kuda-
kuda dan rangka atap, kecual kasc dan
reng).

ft  Pekerjaan sanitasi.

g} Pekerjaan instalasi air bersih.

(h} Pekerjaan instalasi listrik.

[i] Biaya-biaya vang dikeluarkan untk faktor
penyelaras vang besamya  bergantung
kepada tipe dari tiap-tiap JPB, dari jumlah
& sampal dengan n.

(2] Biaya komponen maternal merupskan biaya

material pada:

la) Atap

(b Dinding (dinding dalam tanpa pintu dan
1endeial

{c) Langit-langit

(d) Lanta:

(3) Biaya komponen fasilitas merupakan biaya yang
dikeluarkan untuk membayar seluruh unsur-
unsur pekerjaan  yvang berkaitan dengan
penyediaan fasilitas Bangunan, Unsur-unsur
yang termasuk dalam komponen fasilitas
mertpakan  komponen  ataupun  sarana
pelengkap dari Bangunan, seperti  kolam
renang, lapangan tenis, pendingin ruangan, lift,
tanggn berjelan, pgensel, perkerasan baik
halaman maupun lantai untuk tujuan tertentu,
elemen estetika dan lanselap.

b. Tahapan Pemmbuatan DBKE Standar

(1) Tahap 1
Menentukan dan membuat tipikal kelompok
Bangunan sebagai model yang dianggap dapat
mewakili Bangunan vang akan dinilai. Kriteria
untuk menentukan kelompok Bangunan dapat
ditinjau dari segi arsitektur, tata letak dan mutu
bahan Bangunan, konstruksi serta luas
Bangunan. Oleh karena itu, dalam tahap 1 ini,
pekerjaan utama yang harus dilakukan adalah
menentukan atau membuat model Bangunan.
Menu layanan model-model tersebut tersedia di
dalam program komputer.

(2) Tahap 2
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Menghitung volume setiap jenis pekerjaan untuk
setiap model Bangunan. Perhitungan volume ini
dilakukan dengan mengukur atau menghitung
panjang, luas atau isi dari setiap jenis pekerjaan
sesuai dengan satuan yang dipakai atas dasar
data yang terkumpul, baik dari gambar denah,
tampak, potongan atau peninjauan langsung ke
lapangan. Pengukuran atau perhitungan atas
dasar data wyang berupa gambar, harus
diperhatikan skala yang dipakai.

(3) Tehap 3

Mengumpulkan data upah pekerja dan harga

bahan Bangunan setempai. Harga bahan

Bangunan dan  upah  tersebut kemudian

dianalisis untuk mendapatkan hargs pasar yang

wajar, dalam arti harga/upah terscbul tidak

terlalu mahal atau tidak terlalu murah scrta

berlaku standar di kawasan setempat.

Tahap 4

Harga upah pekerja dan bahan Bangunan

setempat vang sudah dianalisis (hasil pekerjaan

tahap 3) dimasukkan ke dalam formula analisis

BOW [koelisien analisis satuan harga Bangunan

untuk menyusun RAB] yang sudah tersedia

dalam CAV, untuk mendapatkan harge satuan

(3] Tahap 5
Memasukkan wvolume seuap jenis pekerjaan
(hasil pekeraan tahap 2) dan harga satuan setiap
jenis pekerjaan (hasil pekerjaan tahap 4) ke
dalam suaty format rencana anggaran biaya
Bangunan agar diperoleh biaya dasar setiap jenis
pekerjaan  atau biaya  dasar total yang
dikeluarkan untuk pembuatan sebuah model
Bangunar.

{8) Tahap 6
Melakukan pengelompokan biaya dasar jenis
pekerjaan pada tahap & sesuai biaya komponen
bangunannya, vakni biaya komponen utama,
biaya komponen material dan biaya komponen
fasilitas, sebapaimana discbutkan di atas.

(7) Tahap 7
Melakukan penjumlahan seluruh pekerjaan
pada masirg-masing komponen pada tahap 6
agar diperoleh biaya dasar per komponen
Bangunan untuk keseluruhan model Bangunan.

(8) Tahap 8
Membagi biaya dasar setiap komponen
Bangunan dengan fuas Bangunan keseluruhan
untuk mendapatkan biaya dasar setiap
komponen Bangunan per meter persegi lantai
Bangunan.

(9) Tahap 9
Bangunan, maka dilakukan penjumlahan setiap
komponen yang ada untuk memperoleh biaya
dasar keseluruhan Bangunan.

(4
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Selanjutnya, untuk memperoleh Biaya
Pembuatan Bangunan baru maka perlu
dilakukan peEnyesualan dengan cara
mensubstitusikan  faktor-faktor biaya (Faktor
Penyelaras) yvang mempengaruhi biaya dasar
Bangunan ke dalam perhitungan biaya dasar
Bangunan yang telah diperoleh.
Faktor-faktor penyelaras tersebut adalah:
(a) Koreksi BOW.
(b) Biaya-biaya tak terduga proyek.,
() Jasa pemborong,
(d) PPN,
(¢) Biaya jasa konsultan perancang dan
pengawas.
[} Perizinarn.
(g) Sulou bunga kredit selama pembangunan.
(10) Tahap 10
Dilakukan substitusi terhadap faktor-faktor
penyelaras (hasil tahap 9) terhadap bieva dasar
setiap komponen Bangunan per meter perscgi
lantai Bangunan, untuk memperoleh biaya
pembuatan baru setiap komponen Bangunan per
meter perseg lantail Bangunan
(11) Tahap 11
Penilaian terhadap spatu Bangunan dilakukan
atas dasar biaya pembuatan baru per meter
persegi  lantai Dangunen setiap komponen
Bangunan, setelah memperhitunglan adanya
fakior penvusutan,

HKeterangamn:

Setiap tahom, DEKE harus dimutskhirkan sesuai dengan
perohehan harge jenis bahan atan material Bangunan dan
upah pekerja yang berlaku di wilayah ksbupaten/kota
satempat.

2.

DBEKB Nonstandar
a) Biaya Komponen Bangunan

(1} Biaya komponen utama merupakan biaya
komponen PETI ST strukitur rangka
Bangunan, baik strukiur atas maupun strukiur
bawah yang terdin dari pondasi, pelat lantai,
kolom, balok, tangga, dan dinding geser.

(2) Riaya komponen material merupakan biaya
komponen pelapis  (kulit) struktur rangka
Bangunan, Komponen material Bangunan
dibedakan menjadi 7 (tujuh) jenis, yaitu:

(a) material dinding dalam (MDD} merupakan
material pembentuk ruang (pemisah) dalam
strukiur Bangunan.

Contoh: papan gipsum, kayu lapis, tripleks
dan pasangan dinding bata, dan lain
sebagainya.

(b) material dinding luar (MDL) merupakan
material pembentuk Bangunan yang
berfungsi sebagai penutup (kulit) rangka
struktur Bangunan bagian luar.
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Contoh: beton pracetak, kaca, celeon [cilicon
block) dan pasangan dinding bata.

pelapis dinding dalam (PDD) merupakan
material yang berfungsi sebagai pelapis
(kulit) dari MDD.

Contoh: kaca, kertas dinding (wallpaper),
granit, marmer, keramik, dan cat.

pelapis dinding luar (PDL) merupakan
material yvang berfungsi sebagai pelapis
(kulit) MDL.

Contoh: kara, oranit, marmer, keramik dan
cat.

langit-langit  (LL) merupakan material
pentitiip rangka atap atau piat lantai bagian
bawah,

Contoh: papan gipsum, akushk,
tripleks  dan eternit.

penutup atap (PA) merupakan material
penutup rangka atap bagian atas.

Contoh: plat bheton, genteng keramik,
genteng pres beton, genteng tanah liat,
asbes gelombang, seng gelombang, genteng
sirap, dan spandek.

penutup iantai (FL) merupakan material
Bangunan yang berfungsi sebagai pelapis
iantai, Contoh: granit, marmer, keramik,
karpet, vinil, lantail kayu, ubin PC abu-abu,
'..I_I'_Ii_l'_l_ Loras, fdan semern.

(3) Biava komponen fasilitas merupakan biaya
komponen pelengkap fungsi Hangunan.
Komponen fasilitas ini dibedakan menjadi 22
[dua pulub duas) jenis yaitu:

a)

Pendingin ruangan, dibedakan menjadi dua

bagian:

i. Sistem pendinginan terpusat (sentral), di
mana pengaturan sistemn  pendinginan
dilakukan terpusat pada satu ruang
kontrol;

i, Sistem pendinginan unit, di mana sistem

pengontrol  pendingin  terdapat pada
masing- masing alat pendingin.

Contol:

(B)

AC split, merupakan AC per unit yang
memiliki 2 mesin yaitu  blower dan
komipresor;

AC window, merupakan AC per unit yang
pendingin dan kompresornya meny&aiu dan
dipasang pada dinding dengan cara
membuat lubang; dan

AC floor, merupakan AC per unit berbentule
lemari yang memiliki kapasitas besar untuk
mendinginkan ruangan dengan luasan
besar.

Lift merupakan alat angkut berbentuk
ruangan kecil (kotak) vang berfungsi untuk
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(e)
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(n)
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sirkulasi barang atau penumpang Ssecara

vertikal;

Eskalator merupakan alat angkut berupa

tangga berjalan yang berfungsi untuk

sirkulasi penumpang secara vertikal

maupun horisontal;

Pagar merupakan fasilitas pemisah atau

pembatas Bangunan;

Sistem proteksi api merupakan fasilitas

proteksi terhadap bahaya kebakaran.

Sistem protelsi api terdin dari:

i. Hidran mempakau alat berupa pipa
untuk menyiram air;

i, Alat penyiram air octomatis yang
tergantung dar panas (sprinkler):

iii. Alarm kebakaran merupakan alat
peringatan terjadinya kebakaran; dan

iv. Interkom merupakan alat komunikasi
untuk peringatan jika terjadi kebakaran,

Genser merupakan fasilitas pembangkit

tenaga listrik yang pada umumnya
digunakan sebagai tenaga lisink cadangan;
Sistern PABX merupakan fasilitas

telekomunikas: di dalam gedung bertingkat.
Sistern dimaksud adalah jumlah saluran
telepon di dalam gedung vang dihasilkan
oleh mesin PABY (saluran eksicnsi);

ST ariess P | AN lasilitas
Bangunan untuk penyediaan sarana air
bersih selain air vang berasal dari PAM.
Kedalaman sumur ini pada umumnya lebih
dari 30 m (dga pulub meter);

Sistern @ir panas merupakan fasilitas
Bangunan untuk penyedinan sarana air
paras,

Qistern lkelistrikan merupakan fasilitas
instalasi  sisteqn  kelistriken di dalam
Bangunan;

Sistern perpipasn (plumbing) merupakan
fasilitas instalasi sistem perpipaan baik pipa
air kotor maupun pipa air bersih di dalam
Bangunan;

Sistem penangkal petir merupakan fasilitas
untuk untuk menangkal sambaran petir
pada gedung- gedung tinggi;

Sistermn pengolah limbah merupakan fasilitas
untuk sistem pengolashan limbah lingkup
kecil yang terdapat di dalam Bangunan,
contohnya seperti tangki septik, peresapan
atan STP (Sawage Treatment Plant);

Sistemn tata suara merupakan [asilitas
untuk sistem instalasi tata suara di dalam
gedung;

Sistemn video interkom merupakan fasilitas
penghubung antar ruangan (lantai) dengan
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ruang pemanggil yang pada umumnya

terdapat pada Bangunan apartemen;

{p) Sistem pertelevisian merupakan fasilitas
sistem pertelevisian yvang terdapat di dalam
gedung dimana dibedakan menjadi 3 (tiga)
jenis yaitu:

i. MATV (master  antenna television)
merupakan sistem jaringan televisi
penerima gambar di dalam gedung;

ii. CCTV (close circuit television) merupakan
iaringan kamera unfuk sistern keamanan;
dan

iii. TV Kabel dan Parabola.

j¢) Sistem jaringan infernet,

(r}] Kolam renang,

(s) rirerasan halaman dibedakan menjadi tiga
jenis, yaitu:

i, Tipe konstruksi ringan dengan tcbal

rata-rata 6 cm (enam sentimeter) dan
biasanva menpgunakan bahan seperti

paving block atau tanah yang
dipadatlkan,;

ii. Tipe konstruksi sedang dengan tebal
rata-Tata

1il. 10 eom (sepuldun sennmeter) dan
biasanya menggunakan beton ringan
atau aspal ringan; dan

iv. Tipe konstruksi berat dengan tebal rata-
rata lebith dari 10 cm (sepuluh
gentimeter] dan pada Umumnya

menggunakan bahan beton bertulang
dengan atau ‘anpa aspal beton (hot mix).
(tt Lapangan tenis;
fu) Kolam penampungan [reservoir) merupakan
fasilitas penampungen air pada Bangunan
sedung vang terbuat dari beton bertulang
pada salah satu lantai; dan
(v Sistem sanitasi meripakan fasilitas sanitasi
ateu sistem pembuangan air kotor yang
terdapat di dalam Bangunan.
b} Tahapan pembuatan DBKE nonstandar
Pembuatan DBKE nonstandar ini dilakukan secara
bertahap dengan maksud agar diperoleh hasil yang
maksimal. Tehapan-tahapan tersebut antara lain:
(1) Tahap 1
Menentukan material penyusun Bangunan yang akan
digunakan sebagai data masukan (input) bagi
perhitungan komponen struktur Bangunan.
(2] Tahap 2
Melakukan  analisa  harga  satuan  dengan
menggunakan metode BOW yang telah disesuaikan
bagi komponen utama dan metode unit terpasang
(unit in place method) bagi komponen material dan
fasilitas.
[3) Tahap 3
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Menentukan model tipikal Bangunan sebagai
Bangunan vang mewaldli struktur Bangunan yang
akan dinilai, dalam hal ini per JPB minimal diambil 5
model Bangunan dengan jumlah lantai yang
bervariasi.

Tahap 4

Menghitung volume setiap jenis pekerjaan untuk
setiap model Bangunan. Perhitungan volume ini
dilakukan dengan mengukur atau menghitung
panjang, luas atau isi dari setiap jenis pekerjaan
sesitai dengan satnan yang dipakai atas dasar data
vang terkumpul. baik dari gambar denah, tampak,
potongan atau peninjauan langsung ke lapangan.
Tahap o

Menghitung nilai Bangunan per JPB menggunakan
masing-masing model vang telah dipilih sehingga
dihasgilkan nilai DBKB per meter persegi.

| Tahap 6

Melakukan generalisasi nilai DBKB komponen utama
dari setiap model dalam satu JPB yang dibaniu
dengan metode statistik tertentu, sehingga dihasilkan
sebuah formula tren komponen utama per JPBE untuk
memprediksi jumlah lantai Bangunan menjadi “tidak
terbatas”,

Tahap 7

Melakukan peneralisasi nilai DBKE komponen
malerial dari setiap jenis material pelapis Bangunan
yvang dibanm dengan metode statistik  tertentu,
sehingga dihasilkan sebuah formuia tren komponen
material per jenis pelapis untuk memprediksi jumlah
lantai Bangunan menjadi “tidak terbatas’.

Tahap 8

Menghitung nilai DBKB f{asilitas pendukung
menggunaken model vang telah ditentukan sehingga
diperoleh nilai komponen fasilitas lengkap dengan
sistem pendukungnya.

Tabhap 9

Menghitung nilai DBKE total dengan cara
menjumlabkan nilai DBEE  komponen utama,
komponen material dan komponen lasilitas, dimana
biaya yang terdapat dalam formula ini dihitung dalam
ribuan rupish dan sudab termasuk biaya langsung
dan biaya tidak langsung.

(10)Tahap 10

Melakukan penyesuaian nilai DBKE dengan cara
memperbaharui harga material dengan
memperhitungkan fluktuasi harga material Bangunan
di pasar, faktor inflasi, biava transportasi
berdasarkan informasi yang diperoleh dari buku
jurnal harga satuan, kontraktor, pengembang, Dinas
Pekerjaan Umum dan instansi terkait lainnya.

(11)Tahap 11

Proses analisis dalam sistemn aplikasi DBKB
merupakan proses berantai yang merupakan
perpaduan dari konsep model struktur, statistik dan
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penilaian. Proses analisisnya dapat dilihat dalam
diagram berikut:

Generalisast
H“H \>> Ang,l:m hw )) Anmlisis Model > meodet
CESOMENTES

e T o=

(1— Analisis

W komponen
MNiagram 1: Proses Penvusunan Tabel ]:!-::n-m_ :

Tabel - tabel DBEB

¢} Perhitungan biaya komponen Bangunan

Perhitungan biava komponen Bangunan dilakukan

dengan cara menjumlahkan biaya konstruksi yvang terdiri

atas:

(1) biaya komponen Bangunan sama dengan biaya
komponen utama (struktur atas dan basemen) +
komponen material + komponen fasilitas, untuk JPB
1.-2.4, 5,6, 712 13, dan 16;

(2] biaya komponen Banpunan sama dengan biaya
komponen utama (struktur atas, struktur bawah,
mezzanine dan daya dukung lanta] + kKomponen
material + komponen fasilias, untk JPB 3 dan §; dan

(1] biayva komponen Bangunan sama dengan biaya
lomponen utama, untuk JPB 14 dan 15,

Daftar biaya konstruksi Bangunan pada komponen utama

per m2, komponen material per m2, dan komponen

fasilitas menjadi bahan lampiran peramran Kepala

Daerah mengenai klasifikasi dan besarnya NJOP,

3. Penilaian dengan bantuan komputer (CAV]
a. Data yang diperlukan CAY

Pelaksanaan penilaian CAV membutuhkan data sebagai

Bretiluat:

1) ZNT untuk penilaian tanah
Data ZNT yang telah siap secara ofomatis akan
dipergunakan dalam proses CAV.

2] DBKB objek pajak standar untuk penilaian Bangunan
Data DBKB objek pajak standar vang telah siap secara
otomatis akan dipergunakan dalam proses CAV.

3} SPOP dan LSPOF unmk pendataan objek pajak
Data luas tanah dan detil Bangunan harus dikumpulkan
di lapangan dengan menggunakan SPOP dan LSPOF.
Semua data objek harus dimasukkan ke dalam
komputer. Setelah itu, data masukan tersebut akan
diproses dalam CAV secara otomatis.

a. Validasi Data
Data SPOP dan LSPOP akan divalidasi sebagai berikut:
1) Data Tanah dan Bangunan, seperti:

a) Kode ZNT harus ada di tabel ZNT. Bila tidak diternu
dalam tabel, maka SPOP akan ditolak;

b} Status wajib pajak;

¢) Pekerjaan wajib pajak;

d) Dalam hal *“Bangunan tanpa tanah” perlu dicek luas
tanah = 0 dan kode ZNT tidak perlu diisi;

e) Jenis tanah;
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1 Jumilah Bangunan;

2] Bangunan keberapa;

h) JPB;

i} Luas Bangunan,

i} Jumlah lantai Bangunan;

k) Tahun dibangun;

1) Tahun direnovasi;

m) Daya histrik;

n) Kondisi pada umumnya;

o) Konstruksi;

Pl Atap;

q) Dinding;

r] Lantai;

5) Langit-langmi;

(j Untuk Bangunan yang dilengkapi dengan fasilitas
seperti kolam renang, lapangan tenis, alat pemadam
kebakaran, lift, pendingin ruangan, validasinya
dilanjutkan dengan fasilitas;

i) Untuk Bangunan bertingkat dan mempunyvai kelas
atau bintang tertentu seperti pedung perkantoran
bertingkat tinggl, pusat perbelanjaan, hotel,
apartemen, validas: dilakukan sesual dE:I'lgal'l kelas
dan jumiah lantainysa;

v] Untuk Banpgunan penndustrian seperls pabrik,
gudang, dan sgjenisnya, validasinya dapat
ditambahkan sebagai berikut:

(1) Tinggi kolom;

{2) Lebar bentlang;

(3) Daya dukung lantai;
(4] Keliling dinding; dan
(2) Luas mezzanine.

w) Untuk angki, velidasinva  sesuai dengan

letak dan kapasitas tangka yang bersangiutan.
2] Fasilitas
2} Kolam renang,
b] Lapangan tenis,
¢) Alat pernacdam kebakaran: hidran, alat penyiram
air otomatis vang tergantung dar panas, alarm
kebhakaran;
d] Parjang pagar;
e} Fasilitas AC sentral;
A Jumlah AC split;
g} Jumlah AC window;
h) Jumlah saluran pesawat PABX;
i) Kedalaman sumur pantek,
i) Jumlah lift;
k) Jumlah tangga berjalan;
|) Perkerasan halaman,
3) Tata cara perhitungan
Proses CAV dapat dilakukan apabila data ZNT, DBKB
objek pajak standar, dan data objek pajak sudah
dimasukkan ke dalam komputer.
a) Perhitungan nilai tanah
NIR diketahui berdasarkan kode ZNT sebagaimana
tercantum dalam SPOP. Untuk menentukan NJOP
pajak Bumi, NIR dicari dalam tabel ZNT
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berdasarkan kode ZNT, kemudian dikalikan
dengan luas tanah.
¢ Contoh Penilaian Objek Pajak Bumi berupa
tanah: Nilai Indikasi Rata-rata (NIR] =
Rp100.000,-.
Bila luas tanah = 200 m2
maka NJOP Bumi = 200 m2 x Rp100.000,-
= Rp20.000.000,-
b] Perhitungan Nilai Bangunan
Dialam pelaksanaan perhitungan nilai Bangunan,
harus  ditentukan besarnya nilai komponen
RBangunan menurul masing-masing karakter objek
tersebut. NJOP Bangunan berdasarkat:
(1) kelaz/bintang/tpe;
(2] komponen Bangunan utama;
(3) koemponen material;
(4] komponen fasilitas /m32;
(5] kemponen fasilitas yang perlu disusutkan,
(6] penyusutan;
(T)komponen  fasilitas  yang tidak perlu
disugmtkan: dan
(8) kapasitas dan letak (khusus tangki),
Tingkat penyusutan Bangunan  dihitung
berdasarkan umur etektif, keluasan, dan kondisi
Hangunan, Adapun cara menghitung umur efektif
Bangunan sebagai berikut
(1} Bangunan secara Umum
Untuk Bangunan secara umum, penentuan
umur efektiinya sebagai berikurn

umur efcktil = tehun pajak = tahun dibangun

Wamun, apabila atas Bangunan tersebul
dilakukan renovasl, maka cara menghitung
urnur efektif Bangunan menjadi:

, umur efelctif = tahun pejak - tahun direnovasi

(2] Bangunan bertingkat tinggi dan Bangunan
eksklusif lainnya
I'ntuk Banminan bertingkat tngg dan
Banpunan eksklusif lamnya, seperti gedung
perkantoran, hotel, apartemen, dan lain-lain,
penentuan umur efektifnya sebagai berikut:

Rumus I: \

umur efektif = (tahun pajak — tahun dibangun| + 2
(tahun pajak - tahun direnovasi)/3

Namun, dalam hal (tahun pajak - tahun
dibangun) < 10 dan tahun direnovasi adalah 0O
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atau kosong, maka penentuan umur efektifnya
sebagai berikut:

Fumus II:

L umur efektifl = tahun pajak - tahun dibangun

Sedangkan, dalam hal:

a. (tahun paial - tahun dibangun) > 10 dan
tahun direnovasi adalah 0 atau: kosong; atau

b. (tahun pajak - tahun dibangun) > 10 dan
{tahun pajak - tahun direnovasi) > 10,

atas dengan menggunakan {aktor (tahun pajak -

tahun direnovasi) adalah 10. Hal ini karena jika

(tahun pajak — tahun direnovasi) > 10, dianggap

talumn direnovasi = tahun pajak - 10.

Contoh  perhitingan umur efektil Bangunan

bertingkat tinggi dan Bangunan cksklusi{ lainnya

adalah sebagai berikut:

Misalnya tehun pajak adalah tahun 2026, Untuk

penghitungan Nilai Jual Objek Pajak Bangunan

secara manual, sebagal penkut:
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Tahun | Tahun Umur Efektif
Dibangun | Renovasi
2021 2023 (2026 - 2021) + 2(2026 - 2023)
x,

5+6
3

=4

(2026 — 2013) + 2(10)
3

13 + 20

| 1= 3

| = 11

2013

2013 2015 | Karena (tehun pajak - tahun direnovasi)
> 10, maka:

s+ tahun direnovasi = tahun pajak - 10
« tahun direnovasi = 2026-10

o tabun direnovasi = 2016

Umur Efcktl =
(2026 — .all:j13:-+ 202026 - 2016)
3 2

|
(2026 gul.’illP 20101

G 3
| 13+20
| oA
| =11
2013 oz | (2026 - J013] 2(2026 - 20221
| 3 3
i 13+ 8

]
ad

L__ R el

c) Penyusutan Bangunan
Penyusutan Ba

(c) Penyusutan Bangunan
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Penyusutan bangunan merupakan salah satu faktor yang
digunakan untuk menghitung nilai Bangunan. Penyusutan
vang diterapkan dalam CAV berupa penyusutan fsik
Bangunan.

Faktor penyusutanditentukan berdasarkan
pengelompokan besarnya biaya pembuatan atau pengganti
baru Bangunan per meter persegi, umur efektif dan kondisi
Bangunan pada umumnya, dan dituangkan dalam suatu
daftar atau tabel penyusutan.

B. Penilaian Individuszsl

Perulaian Individual diterapkan untuk objek pmak umum yang
bernilai tnggi (tertentu), baik objek psjak khusus, ataupun objek
pajak umum yang telah dinilai dengan CAV, namun hasiloya tidak
mencerminkan nilai yang sebenarmya karena adanya keierbatasan
program  aplikasi. Proses  penilaiannya adalah  dengan
memperhitungkan scluruh karakteristik dari objek pajak tersebut.

Pelaksanaan pendataan dilakukan dengan menggunakan SPOP
dan LEPOP, sedangkan untuk dats tambahan dengan menggunakan
LEKOK ataupun dengan lembar catatan lain untuk menampung
informasi tambahan sesuai keperluan penilaian masing-masing
objek pajak. Proses penghitungan nilai dilaksanakan dengan
menggunakan formulir penilzian objek pajak khusus FEB-P2 atau
dengan lemnbaran khusus untuk objek pajal khusus PEB-P2 seperti
jalan tol, bandar udara, pelabuhan, lapangan goli, stasiun pengisian
bahan bakar, dan lain-lain. Pelaksanaan proses penilaian individual
dilakukan dengan metode sebagai berikut:

1. Mernde Perbandimegan Harga dengan Oek Lain vang Sejenis
Metode perbandingan hargs dengan objek lain yang sejenis
berbasis pada pendekatan data pasar, yang juga digunakan
untuk penilaian individual terhadap tanali.

Metode ini dilaksanakan dengan tahapan sebagal berikut:

a. Pengumpulan Deata
Pelaksanasn kerja penguinpulan data pasar dalam
penilaian  individual dapat menggunakan formulir
pengumpuian data pasar untuk penentuan nilai tanah
secara massal, Untuk mendapatkan analisis data yang
wajar harus dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1} Kesesuaian penggunaan dan laas  tanah data
nembanding dengan ohjek pajak yang dinilai secara
individu: dan

2) Lokasi dan wakiu ransaksi yang wajar.

b. Penilaian
Konsep dasar penilaian perbandingan data pasar untuk
penilaian  individual adalah membandingkan secara
langsung data pembanding dengan objek pajak vang dinilai
dengan menggunakan faktor-faktor penyesuaian yang lebih
lengkap. Penilaian dilakukan dengan cara sebagai berikut:
1} Dalam penentuan nilai tanah memperhatikan:
al Kualitas dan kuantitas data pembanding yang
terkumpul.
b) NIR dimana objek pajak berada.
2) Cara membandingkan data dengan faktor-faktor
penyesuaian. Faktor-faktor yang mempengaruhi objek
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pajak yang dinilai dengan diidentifikasi secara detil dan
dibandingkan dengan faktor yang sama pada data
pembanding. Pejabat Penilai dan/atau Petugas Penilai
dapat memilih minimal 3 (tiga) data pembanding yang
sesuai dari beberapa data pembanding yang terkumpul.
Pada umumnya perbandingan yang dilakukan, meliputi
faktor:
a) lokasi;
b] aksesibilitas;
¢) waktu transaksi,
d] jenis data (harga transaksi atau harga penawaran);
el peneggunaan tanah;
f) elevasi;
g] lebar depan (terutama untuk objek komersil),
) benituk tanah;
i} jenis hak atas tanah; dan/atau
i1 lain-lain.
Besarnva penyesuaian yang akan digunakan, sesuai
dengan pengetahusn dan pengalaman Pejabat Penilai
dan /atau Petugas Penilat dengan menyebutkan dasar-
dasar perimbangannya.
2. Metode Nilal Perolehan Baru
Metode milai perolehan baru berbasis pada pendekatan
biaya yang digunakan untuk penilaian individual terhadap
Bangunan
Metode ini dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
a. Pengumpulan Dats
l} Pengumpulan Data Tanah
Pada dasarnya pengumpulan data tanah dilakukan
dengan cara mengisi SPOP. Di samping itu, Pejabat
Penilai dan/atau Petugas Penilai juga diminta untuk
mengumptilkan data tanah sebagai berikut:
a) luas;
h) lebar depan;
o} aksesibilitns;
d] keguncan,
e] elevasi;
f] kontur tanah;
g) lokasi tanak;
h} linglktungan sekitar; dan/atau
i} data transaksi di lokasi sekiiar,
2] Pepngumpulan Data Bangunan
Pengumpulan data Bangunan dapat dilakukan
dengan beherapa cara yaitu:
a) Mengumpulkan data objek pajak dengan
mempergunakan SPOP dan LSPOF.
b) Data lain yang belum tertampung dicatat dalam
catatan tersendiri.
b. Penialian
1} Penilaian Tanah
Penilaian tanah menggunakan metode perbandingan
harga dengan objek lain yang sejenis.
2) Penilaian Bangunan
Penilaian Bangunan dilakukan dengan cara
menghitung nilai perolehan Bangunan baru (NPEB|
kemudian dikurangi dengan penyusutan Bangunan.
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NPBE adalah seluruh biaya yang dikeluarkan untuk
memperolech atau membangun Bangunan baru.
Penghitungan NPBE ini meliputi biaya komponen
utama, komponen material dan fasilitas Bangunan.
Biaya-biaya tersebut hendaklah sesuai dengan
tanggal penilaian dan lokasi objek pajalk.

Pada dasarnya, Penilaian Individual adalah dengan
memperhitungkan karakteristik dari seluruh objek
pajak, DBKB dapat digunakan sebagai alat bantu
dalam penilaian, akan tetapi apabila karakteristik
dari ohjek pajak bhaik unfok komponen utama,
komponen material dan komponen [fasilitas
Bangunan belum tertampung dalam DBKB,
perhitungan dapat dilakukan sendiri  dengan
pendekatan survel Kuanlitas,

c. ¥onwversi NJOP
1} Nilai tanah per meter persegl hasil dari analisis
Peiabat Penilai dan/fatau Petugas Penilai dikonversi
ke dalam klasifikasi dan besarnya NJOF PEB-P2
schagai dasar pengenaan PBB-P2 berdasarkan
Peraturan Kepala Dacrah setempat.
Nilai Bangunan per meter peraegl hasil dar analisis
Pejabat Penilai dan/atau Petugas Penilai dikonversi
ke dalam klasifikasi dan besarnya NJOP PBE-P2
schagal dasar pengenaan FPBB-PZ  berdasarkan
peraturan Kepala Daerah seiempat.
Untuk objelkk pajak vang terdiri lebih dari satu
Bangunan, konversi dilakokan dengan cara
menjumiahkan nilai seluruh Bangunan dan dibagi
hias seluruh Bangunan. Nilai Bangunan per meter
persegi rata-rata lersebul kemudian dikonversi ke
dalam kiazifikasi dan besarnya NJOP PEB-P2 sebagai
dasar pengenaan PBB-P2 berdasarkan peraturan
Kepala Dacrah setempat,
3. Metode Nilal Jual Pengzantd
Metode nilai jual pengrantd berbasis peda metode
leapitalisasi pendapatan  yang  dilakukan  dengan
menghitung seluruh pendapatan dalam sama tahun damn
obiek pajak vang dinilai, dikurangi dengan biaya
kekosongan dan  biayva  operasi yang selanjuinya
dikapitalisasikan dengan suatu tingkat kapitalisasi
tertentu berdasarkan jenis penggunaan objek pajak.
Metode ini dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
a. Pengumpulan Data

Data yang harus dikumpulkan di lapangan adalah:

1) Seluruh pendapatan dalam satu tahun [diupayakan
data pendapatan dalam kurun waktu 3 (tiga} tahun
terakhir dari hasil operasi objek pajak. Pendapatan
dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu:

a) Pendapatan dari sewa, scperti objek pajak
perkantoran atau pusat perbelanjaan.

b) Pendapatan dari penjualan, seperti objek pajak
pompa bensin, hotel, bandar udara, gedung
bioskop, atau tempat rekreasi.

2

L2
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2] Tingkat kekosongan yaitu besarnya tingkat
persentase, akibat dari terdapatnya luas lantai yang
tidak tersewa, jumlah kamar hotel vang tidak terisi,
jumlah kursi yang tidak terjual untuk gedung
bioskop dalam masa satu tahun,

3} Biaya operasi dalam satu tabun yang dikeluarkan,
seperti gaji karyawan, iklan/pemasaran, pajak,
asuransi. Untuk objek pajak jenis perhotelan, perlu
diperoleh data hiaya-biaya lain, misalnya pemberian
diskon atau komisi vang diberikan kepada biro
nerialanan,

4] Bagian pengusaha biasanva sebesar 25% (dua
puluh lima persen) s.d. 40% (empat puluh persen)
dar keuntungan bersib, Data ini hanya untuk objek
pajak dengan perolehan pendapatan dari hasil
penjualan.

51 Tingkat kapitalisasi yang besarnya tergantung dari
jenis penpggunaan objek pajak.

& Formulir LKOK vang berfungsi untuk memudahlkan
pelaksanaan pengumpulan data di lapangan.

Penilaian

Proses penilaian  dengan pendekatan nilal  jual

pengganti  dapat  dibedakan menjadi 2 (dua)

perdasarkan jenis pendapatannya, yaitu:
|| Pendapatan dari sewa Proses penilaiannya adalah:

a) Menghitung pendapatan kotor potensial dalam
satu tahun vaitu seluruly pendapatan sewa dalam
salu tahun vang didapat dengan cara mengalilkan
hesarnya sewa per meter persegl dalam satu
tahun dengan seluruh luas lantai bersih yang
disewakan

b) Menentukan tingkat kekosongan delam  satu
tahnan.

¢] Mengurangi pencdapatan kotor potensial butir a)
dengan tingkat kckosongan bufir b) hasilnya
adalah pendspatan kotor efelktif dalam satu
tahun.

d) Menghitung biaya-biaya operasi dalam satu
tahuii yaitu biaya pengurusan, pemeliharaan,
pajak, dan asuransi,

e} Mengurang pendapatan kotor efektf dalam satu
tahiun butir ¢) dengan biaya-biaya operasi butir d)
hasilnya adalah nilai sewa bersih dalam satu
tahun.

)} Menghitung nilai objek pajak dengan cara
mengalikan nilai sewa bersih butir €) dengan
tingkat kapitalisasi.

2) Pendapatan dari Penjualan

Proses penilaiannya adalah:

a] Menghitung pendapatan kotor potensial dalam 1
(satu) tahun wyaitu seluruh pendapatan dan
penjualan.

b] Menentukan besarnya tingkat kekosongan dalam
satu tahun, diskon serta komisi yang dikeluarkan
selama mengoperasikan objek pajak.
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¢ Mengurangi pendapatan kotor potensial butir a)
dengan tingkat kekosongan, diskon dan komisi
butir b) hasilnya adalah pendapatan kotor efeketif
dalam 1 (satu) tahun.

d]) Menambahkan hasil butir ¢} dengan pendapatan
dari sumber-sumber lain.

¢] Menghitung biaya-biaya operasional dalam 1
{satu) tahun.

fl Mengurangi pendapatan kotor efektif dalam |
(satu) tahun (butir d) dengan biaya-biaya operasi
butir #} hasilnya adalah keuntungan bersih dalam
1 {satu) tahun,

o] Mengurangkan hak pengusaha [opecrator's share)
sebesar 25% (dus puluh lima persen) sampai
dengan  40% (empat puluh persen) dan
keuntunpan bersih dalam satu tahun butir )
hasilnya adalah nilai sewa kotor setahun.

h) Menghitung biaya-biaya operasi lainnya dalam
satu mhun yaitu biaya pengurusan, perbaikan,
pajak, dan asuransi

i) Menpurangkan nilai sewa kotor setahun butir g
dengan biaya-biaya operasi butir h} hasilnya
adalah nilai sewa bersih dalam | (satu) tahun,

i} Menghitung nilai objek pajak dengen cara
mengalikan nilai sewa bersih butir i) dengan
tingkat kapitalisasi.

¢. Penentuan Nilai Jual Penggant
Tingkat kapitalisas: ditentukan dari pasaran propert
vang seienis dengan properti vang dinila
1] Menentukan nilai properti. Hal ini dapat diperoleh

melalui 2 (dua) cara;

a) Transaksi jual beli.

) Milai investasi ditambah keuntungan,

2] Menentukan pendapatan  bersihi  dari  properti
tersebut. Pendapatan bersih ini dapat diperoleh
dengan cara mengurangkan pendapatan kotor efeltif
dengan biaya-lvaya operast.

3) Untuk menentukan siandar kapitalisasi suatu jenis
objek (misalnya hotel} di suatu kota, diperlukan
banyak data dan analisis
Contoh  perhitungan  tingkat kapitalisasi sebagai
berikut: Sebuah Hotel "A" mempunyai nilai jual wajar
Rp500 Juta dan pendapatan bersihnya setahun Rp45
Juta.

. ey a 435 Juta _
Tingkat Kapitalisasi = E00 Juta 9o

Dari semua data yang terkumpul tersebut kemudian
dihitung seperti contoh perhitungan di atas,
selanjutnya ditentukan suatu tingkat kapitalisasi
yang standar.
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C. Penjaminan Mutu Hasil Penilaian PEB-P2

Dalam rangka menjaga keakuratan NJOP hasil Penilaian PBB-P2,
khususnya untuk Penilaian Massal, Pemerintah Daerah
melaksanakan penjaminan mutu atas hasil Penilaian PBB-P2, Secara
berkala, Pemerintah Daerah melaksanakan pengukuran rata-rata
rasio NJOP dibandingkan dengan harga pasar dan/atau pengukuran
tendensi sentral. Dalam hal hasil pengukuran tersebut belum/tidak
menunjukkan nilai yang sesuai dengan nilai standar, maka Kepala
Daerah melakukan penilaian kembali atas NJOP, baik melalui
penilaian kembali untuk 1 (satu) wilayah tertentu, ZNT tertentu,
dan/atan ohiek pajak tertentu. Adapun teknis perhitungan adalah
sebagai beriloat:

1. Pengukuranrata-rata rasio perbandingan NJOP

dibanditighan dengan Rargd pasar

Rumus rata-rata rasio perbandingan nilai NJOF
dibandingkan dengan harga pasar =

K
E-Iu R L
I
Keterangan:
1 = jurmiiall el ras

hargn paser

n = ukuran sampel

Hasil pengukuran tersebut menjadi salab satn dasar penilaian
kembali dalam rengka pemutakhiran NJOP Bumi dan Bangunan
agar mendekat haroa pasar.

Selapjutnys, pemerintah Daerah dapat menetapkan angka acuan
tertentu  vang dapat digunakan sebagali standar rasio
perbandingan NJOP dengan harga pasar yang disesuaikan dengan
kondis: Daerah masing-masing.

2. Pengubluran tendensi sentral
Pengukuran ini digunakan untuk menilai kesesuatan NJOP pada
suatu Daerah. Pengukuran ini dilakukan dengan terlebih dahulu
menghitung rata-rata, nilai tengah, dan rata-rata tertimbang atas
perbandingan NJOP dibag harga pasar
a. Rata-Rata

T L
JIJ!!'Eu el fuid
rata-TAta = —
it

Ketecrangan:

R
T

LT B Tt

= jumlah ssluml rasio

N = ukuran sampel

b. Nilai Tengah .
angka tengah yang diperoleh dengan mengurutkan dari nilai
rasio terendah sampai nilai tertingg.
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c. Rata-Rata Tertimbang

TN Iap

rata-rata tertimbang = TrTaa i

Keterangan:
YNJOF = total jumlah NJOP
¥ harga pasar = total jumlah harga pasar

Kemudian, standar nilai pengukuran dapat dilakukan dengan 2
(dus) cara, yaitu:

4. Hata-Rata dibagi niiai tengan

Pengulouran I Nilai Interpretasi

rata-rata/nilai | > 1,10 (110%)] | over asessment |

| tepgah | '
rata-rata /nilai | < 0,2 (90%) under assessment
tengah
rata-rata/nilai | 0,9 (90%) = rata-{ proporsional
tengah rata /fnilai

tengah
o o be 1001108 | -

b. Rata-rata dibagi rata-rata tertimbang

! Penguktiran ' Nilai Interpretasi

rata-rata/rata-rata | > 1, 10 (1 10%) regresivitas
terbmbang = s =
| rata-rata,/rata-rata = 0,9 (90%) progresivitas
|erimbang | _ |

| rata-ratafrata-rata 0,2 (90%) = rata- | proporsional
| tertimbang | rata/rata-rata
tertimbang = 1,10
 {110%)

Hasil pengukuran tersebut menjadi salah satu dasar penilaian
kembali dalam rangka pemutakhiran NJOP Bumi dan Bangunan
agar mendekali harga pasar,

Pemerintah Dzersh dapat menggunakan nilai hasil penguluran
sebagaimana tabel di atas sebagai referensi angka acuan yang
disesuaikan dengan kondisi Daerah masing-masing,

D. Muatan Peraturan Kepala Daerah mengenai Tata Cara Penilaian
PBB-P2
Konsep Peraturan Kepala Daerah mengenai tata cara Penilaian
PBB-P2 memuat minimal:

1. Tata cara teknis Penilaian PBB-P2 termasuk Penilaian Individual;
2. Klasifikasi dan besarnya NJOP Bumi berupa tanah yang disusun
per desa/kelurahan dan dilengkapi dengan fotokopi Peta ZNT,

3. DBKB vang disusun per JPB,

4, Klasifikasi dan besarnya NJOP Bangunan;

5. Klasifikasi dan besarnya NJOP Bumi dan Bangunan sebagai hasil
kegiatan penilaian individual. Daftar objek pajak hasil penilaian
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individual beserta nilainya disusun per objek pajak dan per
desa /kelurahan;

6. Klasifikasi Bangunan lainnya yang termasuk dalam objek pajak
khusus, dalam hal akan diatur; dan

7. Besaran persentase dasar pengenaan PBB-P2 dan dasar
pertimbangan penetapan besaran persentase yang digunakan
tersebut.

CONTOH KLASIFTKASI DAN BESARNYA NJOP EUMI BERUPA TANAH

TAHUN...
Provinsi LonE Kecamatan : (Kode) — (Nama Kec)
Kabupaten : ... Desa : (Kode] — (Nama
Dzaa)
| Blok Nama [Kode | Kelas | Penggolongan Milai Jual Bumi | NJOP
| Jalan ZNT | Bumi |Rp/m2)

001 - Jl Ciawi | AA | 000 |2.800.000 |s/d [4.100.000 |3.500.000

(00201 Salopa | AC EW -+._11:.~:_'_:'.7:_-_1_:>_;__|4‘_H_,;'11 [ 5.900.000 [ 5.000.000
dst | |

BUPATL....,

M
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CONTOH KLASIFIKAS] DAN BESARNYA NJOP BANGUNAN TAHUN. ..

Provinsi i Kecamatan : (Kode] - [Nama Kec)
Kabupaten : ... Desa ! (Kode] — (Nama
Desa)
Blok Nama Kode | Penggolongan Nilai Jual Bangunan | NJOP
Jalan ZNT (Rp/m2)

001 —Jl Ciawi | AA | 14.700.000 |s/d | 15.800.000 | 15.250.000

002-J] Salopa AC 13.600.000 s/d 14.700.000 | 14.150.000

st

BUPATI.....
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DAFTAR BIAYA KOMPONEN BANGUNAN | DEEE |

M. | KOMBONEN | LUASSTYPE/ | LANTAL / | MILAI
| JENIS PENGGUNAAN BANGUNAN| VOL./LBR BTG | TINGGI KLM | (EP. 1.000,=)
m e | - ———————— e | ——————— j =i ] e
1. | ROMBONEN OTAME I | I
| 1.1 Parumah#&n | I s.4. &9 | 1 I 5604
I | F0 s.d; 88 | L | Td2
I | 190 =.d4. 149 | 1 I 747
[ | 180 s.d. 224 | 1 I B34
[ | 225 s.d. 2899 L | 1.011
| | 300 s.4, 449 | 1 I 1.087
[ | 450 s.d. 549 | L | 1.168
[ | »>= 340 | L [ 1.211
| I 1l 5.d. &% | 2 a.4d. 4 | 64
[ | 0 s8.d., 5% | 2 s.d. 4 | 747
i | 106 gads 148 | 2owLdd | 342
i [ 180 s.d. 224 | 2 =s.d. 4 | 1.158
| 225 5.d. 299 | 2 =.d. 4 [ 1,136
i { 300 s.d. 449 | 2 sa.d. 4 I 1.550Q
| 250 s.d. 542 | Za.d.od I Lras
i W= G50 2 s.d. 4 [ 1.886
| |
I 1.2 Kantor,Apotil, Toko, | 1 %5d., ] 1 | S04
| Pagar,Buko, Restordan, | 70 s.d. 2% | 1 | T42
i Hobel  Wisma, Gedang | 10 s.d, 14% | 1 | T4
| Femerinteh | 180 g.d. 224 | 1 I B4
| | 2256 s.d. 259 | 1 I 1.01l%
| | 300 s.d4. 445 | 1 i 1.087
| | 450 s.d. 54% | 1 i i1.16H
| | > 550 | 1 | 1.211
[ | 1l 8:ds 69 | 2 m.d. 4 64
| N =a.d, % | 2 =5.d. 4 T47
| | 100 &.d. 148 | Z s:d. 4 544
[ | 150 g.d. 244 | 2 sad.o # i 1.085
| | -245 &.d, 298 [ 2 B.d. 4 1.1%9
[ | 300 5.d. 943 | 2 =.d. 4 1.320
[ [ 450 s.d, 649 | 2 s.d. 4 | 1.441
| = £h0 2 omadi g I 1.582
I i |
| 1.3 Eumai Sskit I L g.d. B9 | 1 | e77
| 0 =2.d, 8% | | | B30
| | 100D %.d. 149 | 1 | BSE
| 1 150 ms.d. 224 | L | 1.073
I | 225 B.d. 259 1 [ 1.213
[ | 300 s.d. 4% | 1 | 1.304
[ | 450 s.d. 549 | 1 I 1.402
I | = G50 | 1 | L.453
| i 1 =.d. 89 | 2 e.d. 4 | a7y
I | 70 s.d. 9285 | 2 s.d. 4 | EOE
| | 100 s.d. 14% | 2 =.d. 4 | 1.138
I | 150 s.d4 224 | 2 s.d. 4 | 1.314
| | 225 =.d. 295 | 2 =s.d. 4| 1.412
i | 300 =.d. 449 | 2 s.d.. 4 | 1.584
| | 450 =.d. &4% | 2 =.d. 4 | 1.729
I I >= 650 | 2 s.d. 4| 1.874
W3, | KOMPOMER iLuas / TYPE I LANTAT / | HILAI
| JENTS PEMGGUMARN BANGUMNAN |VOL / LBR BTG | TIMNGEEI KLM | RP. 1.000,-)
e | s ——————— e e | S s ————— | s m——— s s
| 1.4 Bengkel /Gudang/ i < 10 | < 5 | a96

| Pertanian | 18 es.d. 13 | < 5| 437




i I 19 &ds 37 | < =R 464
I | 18 s.d. 21 | < 5 1 2140
| | 22 s;ds 25 | < i S| 6B
I | 26 s.d. 23 | < 5 643
| I 303.d. 33 1| < - 748
| | 34 s.d. 37 | < 5 2460
| | = aT | < 5 | Q89
[ [ % 10 | Fooads 7| 475
| | 190 s.d. 13 | 8 g.d.. T | 193
I | 14 s.ds 1T | L o = T I | 23
| | 18 =.d. 21 | 5 s.d. T | g4
| | B2 =.d. 25 | 5 8., T | G24
| | 25 s.d. 29 | os.d. 7T | BOD
| | 30 a.d. 33 | Sos.d. 7 oo
| | 34 s.d E E &4, 7 | n27
| I = 37| Losod. T 1.0&%9
| [ < 14 | B.og.d. 10 | 554
[ | 1 =_d. 13 | g s.d. 0 | 578
I I 14 s.d. AT | B o=.d4. 10 | El1l
| 18 5.d 21 | B a.d. 10 | =
| 22 g.d. 5 | B g.4. 10 | 701
I 29 g.d. 2% | B z2.d, 10 | 75
| 0 a.d. 323 | s, 10 | aA=
i 14 m5.d E | B =.d, 10 | 1.016
I - 17 | B =z.d,. 10 | 1.1l&a4
| | | ]

| 1.4 Bengkel/Gudang/ ' « 0| - TOE ¢ 676
[ Fartaniam | 10 mid. -3 | E 10| a4
| | d1d-s.d. 1T | > 1o T3
I | 1B osid. 2l > 1a | T35
| | 22 g.d. 23 ] g | 778
| | ‘26 mid. 2% | = - Edc
| | =0 =2.d. 33 vt 14 | a54
| i 14 gid. 37 - 13 | 1.084
| | - | e 10 1,233
| | I [

| 1.5 PBzbrik | . 10 | o h 515
| | L0 osad. 13 < 5 | 555
| EoA] -mds 17| < 5 1 603
| | i8 s.d. 21 | o a | G663
| i 22 =m.d. 2Z5. | < 3 TaE
| 26 g.d. % | L 4 5 | B3ig
| 0 82.d,. 33 | < 5 974
| i 34 s.d. 3T 5 | 1.1ig
| i > = 5 | 1.286
1 i < 16 | 5 S.& T | 623
| [ 10 sids B3 1 5.sade T | a4l
| | 14 =.d. L7 | Flaad. T | ezl
| | 18 s.d. 21 1 5.s8.d. T | 733
| | %2 =t 25 | S3.d. T | B11
| | 28 =.d. 2% | & s.d. T | a0s
| | 30 s.d. 33 | 5 =z.d. T | 1,052
I | 34 =.d. 37 | § m.d. T | 1.205
| | > T | 5 sid., T | 1.3%0
| | < 10 | 8 5,d, 10 | 727
i 1 10 a.d. 13 | 8 z.d. 10 | 751
| | 14 s.d. 17 | B =:d, 10 | T4
| | 18 =s.d. 21 | B s.d. 140 | 841
| | 22 s.d. 25 | B s.d. 10 | 211

Ko, | EOMPONENR |LUAS [ TYPE I LANTAI / | MILAL

| JENIS PEMGGUMARLN BANGUNAN |VOL / LBR BTG | TINGEI KELM |( RP. 1.000,-)
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5971
7301
I

301
I

1.2101
1.288]
1.5781
17521

4

1.
2
4.

1.

1.
1.
&L

854
J 85|

305
LA5Y|

667 |
|

173
I
111
130|
S508|
i

2,172|
2.332|
2.550]
2. 686|
2,927

I
I
I
I
I
[
|
|
|
|
|
I
I
I
|
I
|
i
|
I
I

S T——— YN




HO. | EOMPONEN I LUAS fTYPE/S | LANTAI / | KILAT
| JENIS PENGGUMAAN BANGUNAN| WVOL./LBR BTG | TINGGI EILM| [RE. 1.000,-)

e | ————————— e | S ———— e e [ S mEmm | ——————— e e
| 1.17 Daya Dukung Lantai | I |
| Ringan | 1 s.d. BOOD | - |
| Sadang | ®01 s.d. 1200 | - | 233
I Manegah | 1201 s.d. 2400 | = | 274
| Barat | -2401 s.d. 3SO00 | - I 353
| Sangak Berat | P 5000 | - I 473
| | | I
| 1.1B Tangki Dibawah Tanah| = 2 | - | 11.111
I | 2-5.d. = | - 1 21.904
[ | 4 8.d. ol = | 27.6874
| I 6 S.d. a0 - | 35.757
| | g s5.d. 10 | - | 4B.389
| | 11 s.d. 13 | - | 6L.347
| | 14 s.d. 16 | = | 73.686
| | 17T B.d. 20 | - | 52.759
| | " - T 25| - | 111.45H
I | 76 s.d. 30 | - | 132.35940
| 3l &5.d. 40 | - | 157.859
i 1t a.d. 50 | - | 151,803
i 2L 5. 60 | - | Z28.923
i 51 -=.d. BD | - | 326,523
i -] O | | 401.192
\ | | |
| 1.1% Tangki Diatas Tanah | < 51 | = | 235,270
[ | 51 &.d., 15 | = | 297,830
| | ) s LOQ | = I 355, B17
| | 10l =.d. 150 | - i 479,021
| | 151 s.d. 200 | = I 578,044
I Z0L8.d £50 = I BEE. 455
| | 281 =.8 1L = | 1.113.266
[ | S0L 5. T30 | | 1.425.975
| | 751 =5.d 1250 | = | 2.086.819
I | 1T&831:%. 15060 | = 2.363.816
| [ 1301 =.¢. 1750 | = I 2.818.083
[ I 1751 s.cf . 2000 - 2.,877.541
| | 2001 s.d, 2ZE50 | { 3,128,689
[ [ #2sl-w.d.. 2300 - | 3,374,952
| | 2501 =.4. 2750 | b {
| | &35l e.d.  A000 | 4 |
[ | 3601 8.8, 35040 ] - | 4,406, 366
[ | 3501.s5:ct. 4GQ | | §.BTL.282
| | 49081 s.d. 4500 | | §.312.629
| | 4501 =.d 5040 | - | b.333.388
| | 5001 s.c. 6000 | = | B.954.534
| ENOY =.d. Q0L | - | T.957.566
I i 7001 s.d. 8QO00F | - | B.714.583
i | BODL =s.d. Sl | = | 9,561,004
| | 2001 's.cd. 10000 | = [ 2.148. 440
i 119007 =.d. 12500 | = | 2.5B85.494
| |t2501 s.d. 15040G | - [ 3.006.337
| | 15001 =s.d. 17500 | - | 3. 427.060
| | > 17500 | - | 3.692.1502

HO. | EKOSMPOREN JEWIS | JUMLAH | KELAS / TYFE / BINTAHG

| PEMGGUHARN BANGUNAN | R R T | | et e e e T
[ | | 1 | 2 | 3 | 4 | & IT. 4.

2. | FASILITAS | | [ I I I I
| 2.1 Rir Condition {AC}] | | | I | | I
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WO, | EOMPONEH

A. AL - Split

I |
| B. AC - Window |
i C. AC = Sentral |
| a. Hantor |
i b, Hatel I
I Kamar |
| Ruangan Lain |
I o, Partokoan |
i o, Rumah Sakit |
I Kamar |
i Ruangan Lain |
I @. Ahparteman I
i Kamar |
1 Ruangan Lain |
| f. Pangunan Laing
| 2.2 Bodlap I
I A, Par Kamar Haotel |
I F, Per Kamar Apart |
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Ban do lampu
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L lampu
Baton

Aspal

Tanah Liat

satu ban dg lampi
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gatu ban tp lampu
Baton

Aspal

Tanah Liat
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I
I
I
[
I
I
I

i

1.8040
3.600]

LUAS/TYFE/
VoL, /LBR BTG

5L soel. 100
101 s.d. LU0
FO1L =.c, 400

» 400
= -;.-'i

51 =.d. 100
101 =s.d. Z0d
201 s.d. 404

> ail
LURS/TYPE

| JENIS PENGGUNAAN BANGUNAN | VOL./LBR BTG
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724
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B0
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BTh
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64,800
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| | - |10 5.d. 19 | 420,000

| | = | > 18 | 540, 000

| Hapsul I - | L 5 | 404, 000

| I - | & 8.d. 9 | F20.000

| | - |13 =s.d. 19 | 1.020.000

| | - | > 19 | 1.200.000

| Barang | = | < 5 | 108,000

I | - | 5 =5.d g9 | 180.000

| | - j10 s5.d. 19 | 336.000

I | - I = 159 | 480,000

| I I i

| 2.7. Tangga Berjalan / Esc| I I

| Labar <= & cm i - I = | 144,000

| Lebar = 20 ocm i = | = | 176,000

I | | |

| 2.8, Fagar [ | i

| Bata f Bataka i | - | 96

| Haja / Besi | - | = I 120

I | I |

| 7.8, Proteksi Bpi I | |

Hydrank I = I = I B

1 Fire Mlacn | - I = I B

] SFI..'I.-".--i'.'_l-.'.' | = I =y I ih

I | |

I | |

I 2.10, Saluran Pes. PRBX | = | 1.200

1 |

| 2.11. Sumir Artesis | | s | 1s0

i | | |

| 2.12. Listrik / KEVA [ | - I 240
B, | FOMPORLN | LIRS/ TYEE | LAWNT&T [/ | HILAT

[WJEHIS BENGGUNARN BAHGUHAN | VoL, SLEE BTG | STHGET KLM | (BE. 1.000,=]

u---l---—---._________________.l. e - - - - ———— —_..._-_._.._i..__..____--.-.-.-—————

2., | KOMPONENM MATERIAL | |

| 3.1. ATAP | I

| &. Deoc/8saton/Gt.Glat| - 2 | 214

| b. Gt.Beton/dls | - I = | 175

| c. Gt.Blrlasa/siran | - = | 125

| d, hsbas | = - 163

I oL Seng | = . 35

| | I

| 3.2: DINDING I i |

| a. HAcs | = i e

| b Aln. /Spandex | - i i #5813

| c. Betco | = | = | 231

| d. Batu-bata = I . | 173

| e. Kayu | - ! - I B4

| . Seng | | - I 33

| | | I

| 3.3, LAMTAT | I [

| a,. Marmer | = [ - | 1=

I b. Eeramik | - | - I 104

| C, Teraso | - I = [ 131

| d., Ubin BC/Papan | = | - | A

[ e, Semen I = I = [ i

| I I I

| 3.4. LAMGIT-LAMNGIT I I |

| a. Rkustik/Jatci | = | - I 211

[ b. Trip/Asbes/Bambu | - I - [ a3

T S SR —————————eCERSE———— P Ll R bt el LBt L i e




CONTOH DAFTAR BIAYA KOMPONEN BANGUNAN (DBKE) TAHUN. ..

No | Komponen Jenis Luas/Type/Vol Lantai/Tinggi Wilai
Penggunaan {dalam ribuan
Bangunan Epl
1 Komponen
Utama
[. Perumahan Type Luas (1-69) 1 564
Type Luas (1-69) 2 364
Type Luas (70-39) 1 742
dst
2 Komponen
Material
1. Atap
a. Decabton . 214
[ |b. Genteng Beton | - 5 175
dst
3 Komponen '
Fasilitas B
I. Kolam Renang |
a. Kolam renang <51 | 1708
diplester o ! B |
) 51-100 | - 704
dst - II
BUPATI....,
KN
CONTOH PENILAIAN INDIVIDUAL BANDARA
TAHUN...
Provinsi Kecamatan . (Kode) - (Nama Kec)
Kabupaten Desa : (Kode) = (Nama
Kel/Ds)
No Jenis Luas (m2) Nilai (dalam Total Nilai
‘ ribuan (dalam ribuan
, rupiah)/m2 rupiah]




ke Tanah
a, Tanah Komersil 25.000 B,854 171.350.000
b. Tanah Non B00.000 5.962 | 4.769.600.000
KEomersil
c. Tanah Cadangan 300,000 4.012 | 1.203.600.000
NJOP Bumi 6.144_550.000 |
2, Bangunan
a. Terminal 20.000 1.525 30.500.000
b. Run way 100.000 1.015 101.500.000
Diat
NJOP Bangunan B o o 132.000.000
Tota! | S S £.276.550.000
BUPATI/WALI KOTA ....,

HHEX
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(). SURAT TEGURAN BELUM MENDAFTAR

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN

DAERAH

Komplek Perkantoran ). Sukapura V& {0265) 543504, Fax (0265) 543505
Web: bplkpd.tasikmalayakab.oo.id email : bpkpd@tasikmalayakab.go.id

Singapama-46415
e el —————eee——
Singapama, ...
Marmor i
Sifat : Fepada .
Lamplran th
Perihal ! ‘Wajib Pajak...........
di-
Tempat

Berdasarkan hasl pendatesn dan himbauan yang telah kami lakukan, sampai
sast inl objek pajek saudara belum melakukan pendaftaran menjadi wajib pajak.
Bardasarkan Peraturan Bupsti Tasikmalaya Momor - Tahun ... tentang Tate Cama
Pemunguian . kami  memberikan Sural Teguran agar dapal segers
mendaftarkan ohjek pajskrya di Tempst Pelayaran Pajak pads Badan Pengelola
Keuargan dan Pendapeian Dasrah Kabupaten Tasikmalaya, Komplek Perkantoran <l
Sukapura V Desa Sukassih Kesamatan Singapama Kabupaten Tasikmalaya, datam
jangka warly 7 (lujuh) har setalah Sural leguran ini diterima.

Jika dalarn jangka waktu tarsabul belum mendaftarkan objek pajaknya maka
kami akan memaszang medis peringstan dan melakukan penatapsn secara jabatan
sebagaimana peraiuran perundang-undangan yang bertaku
Apabila saudara telah mendzfiar meniad walib paak. maka saudzra  dapat
mangabalkan Surat Teguran inl.

Damvkian disampaikan, atas perhatian dan kerasamanya di ucapkan terima
hasili

Kepale Badan Pangolala Keuangan
dan Pandapatan Daarah
Kanhupaten Tasikmalaya
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R. MEDIA PERINGATAN

1 e
NE Priss

TAN INI TANPA IZIN MELANGGAR PASAL 406 AYA
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S B

S. FORMULIR PENONAKTIFAN DAN PENGHAPUSAN

Perihal: Permohonan Kepada
Penonaktifan/Penghapusan/Pengaktifan
Kembali (NPWPD/NOPD/Lainnya)
Yth. Bupati Tasikmalaya
c.q. Kepala Badan Pengelola
Keuangan dan Pendapatan Daerah
(BPKPD)
di
Singaparna

Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama ;
Alamat
NIK
Telepon/HP U B R O S e N e S
Adalah Wajib Pajak / Kuasa dari...........
Nama e ;
Alamat Wajib Pajak
Alamat Objek Pajak
Desa/Kelurahan
Kecamatan
Kabupaten/Kota
Dengan ini mengajukan Penonaktifan/Penghapusan/Pengaktifan Kembali atas NPWPD/NOPD
tersebut dikarenakan :
1.
2.
3.

Bersama ini pula kami lampirkan :
T
2

Wajib Pajak/Kuasa Waijib Pajak menyatakan bahwa data-data yang disampaikan dalam
Formulir Permohonan ini adalah benar tanpa adanya manipulasi dan/atau rekayasa dalam bentuk
apapun. Apabila dikemudian hari ditemukan lain dan secara hukum terbukti adanya manipulasi dan
rekayasa dalam bentuk apapun serta ketentuan Perundang-undangan lainnya, maka saya siap
bertanggung jawab serta secara penuh dan diproses sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pengajuan Penonaktifan/Penghapusan/Pengaktifan Kembali NPWPD/NOPD
kami buat untuk dapat dipertimbangkan.

Tanda Terima Pemohon,

................................
------------------------------------------

*) Coret yang tidak perlu

BUPATI TASIKMALAYA

CECEP _




